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BABIV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada Bah ini penulis menyajikan data basil yang diperoleh di 

lapangan melalui observasi, wawancara dan penelitian dokumen, yaitu 

mempelajari data-data laporan dan arsip yang berhubungan dengan 

penelitian. Selain itu penulis juga akan memberikan memberikan 

gambaran umum mengenai e-KTP dan gambaran umum Kecamatan 

Nunukan Selatan, untuk lebih memudahkan penelitian dan penyajian data, 

maka penulis akan memberikan gambaran umum yaitu sebagai berikut : 

A. Gambaran Umum 

1. Gambaran Umum tentang e-KTP 

1.1 Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) 

a. Pengertian e-KTP atau KTP Elektronik 

e-KTP atau KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang 

memuat sistem keamanan I pengendalian baik dari sisi administrasi 

ataupun teknologi infonnasi dengan berbasis pada database kependudukan 

nasional. 

Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang 

tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas 

tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup 

Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam 

penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib 
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Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan 

dokumen identitas lainnya (Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2006 tentang 

Adminduk). 

Penerapan KTP berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) telah 

sesuai dengan pasal 6 Perpres No.26 Tahm1 2009 tentang Penerapan KTP 

berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional Jo Perpres No. 35 

Tahun 2010 tentang perubahan atas Perpres No. 26 Tahun 2009 )'ang 

berbunyi: 

1. KTP berbasis NIK memuat kode keamanan da'l. rekaman 

elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri 

penduduk; 

2. Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi 

biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk 

yang bersangkutan; 

3. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam 

database kependudukan; 

4. Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat pengajuan 

permohonan KTP berbasis NIK, dengan ketentuan : Untuk WNI, 

dilakukan di Kecamatan; dan Untuk orang asing yang memiliki 

izin tinggal tetap dilakukan di Instansi Pelaksana *). 5. 

5. Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP 

berbasis NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi sidik jari 

16/42054.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



53 

telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk yang 

bersangkutan; 

6. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perekaman sidik jari 

diatur oleh Peraturan Menteri 

b. Perbedaan KTP Lama, KTP Nasional dan KTP Elektronik (e-KTP) 

Tabel dibawah ini merupakan Perbedaan KTP Lama, KTP Nasional dan 

KTP Elektronik ( e-KTP), yaitu sebagai berikut: 

Tabel4.1 
Perbedaan KTP Lama, KTP Nasional dan KTP Elektronik (e-KTP) 

Karateristik 

KTP Lama (KTP 
Kabupaten) 1978 

-Blanko Kertas dan Laminasi 
plastik 

-Photo di lekatkan (lem) 
-Tanda Tangan/ Cap Jempol 
-Data Tercetak dengan 
komputer 

-Berlaku di Tiap 
Kabupaten!Kota 

KTP Nasional 2004 

- Photo dicetak pada kartu 
- Tanda Tangan/Cap Jempol 
- Data tercetak dengan 

Computer 
- Berlaku Nasional 

Teknologi 

- Stempel Asli 
- Nomor Serial khusus 
- Guilloche Patterns Pada 

Blanko 
- Hanya untuk keperluan 

identitas diri 

-Bahan terbuat dari plastic 
-Nomor serial khusus 
-Gulloche Pattrens pada kartu 
-Hanya untuk Keperluan ID 
-Scanning photo dan tanda 

Verifikasi 

- Pengawasan dan 
veriftkasi pengesahan 
dari tingkat terendah 
RTIRWdst 

-Pengawasan dan 
veriftkasi pengesahan 
dari tingkat terendah 
RTIRW dst 
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-Tahan Lebih lama (tidak 
mudah lecek) 

KTP Elektronik I e-KTP 
(2011) 

-Photo dicetak pada kartu 
-Data terceteak dengan 
computer 
-Berlaku Nasional 
-Mampu menyimpan data 
-Data dibacalditulis dengan 
card Reader 

tanganlcap jempol 

-Bahan tetbuat dati PVC/PC 
-Nomor Serial Khusus 
-Guilloche Patterns pada kartu 
-Scanning photo dan tanda 
tangan/Cap Jempol 
-Teradapat microchips sebagai 
media penyimpan data 
-Menyimpan data tinger print 
biometric sebagai satu uniq 
identificaton personal 
-Mampu menampung seluruh 
data personal yang diperlukan 
dalam multi aplikasi 

c. Fuogsi dan Proses pembuatao e-KTP 

a. Fungsi dan kegunaan e-KTP adalah : 

I. Sebagai identitas jati diri 

54 

-Pengawasan dan 
verifikasi pengesahan 
dari tingkat terendah 
RTIRW dst 
-Multi Aplikasi 
-Diterima asecara 
International 
-Tidak bisa di Palsukan 
-Hanya satu kartu untuk 
satu orang\ 
- Satu orang satu kartu 
(menggantikan kartu 
lain)\ 
-Tingkat kepercayaan thd 
keabsahan kartu sangat 
tinggi 

2. Berlaku Nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal 

untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya; 

Mencegah KTP ganda dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-

KTP terbuat dari bahan PVC dengan pengamanan percetakan yang 

berlapis yaitu relief text, microtext, filter image, invisible ink, anti-

copy design dan warna yang berpendar di bawah sinar ultraviolet. Di 

dalam e-KTP juga ditanam chip yang berisi berbagai data personal, 
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yaitu sidik jari, iris mata, tanda tangan digital, dan ·data-data pribadi 

yang biasa tercantum di KTP. Chip ini menyimpan data pada setiap 

pemakaiannya dan memiliki antena yang akan mengeluarkan 

ge!ombang jika didekatkan pada alat pendeteksi e-KTP. Dari 

gelombang ini dapat diketahui apakah kartu tersebut berada di 

tangan pemiliknya atau tidak. Jad~ dengan sistem pengamanan 

berlapis ini diharapkan e-KTP tidak lagi bisa digandakan ataupun 

dipalsukan. 

3. Berlaku Seumur Hidup 

Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP adalah kartu identitas 

penduduk Indonesia yang berbasis teknologi database kependudukan 

nasional. Maksudnya, data penduduk tak hanya disimpan di 

kelurahan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait seperti Dinas 

Catatan Sipil Dan Kependudukan, tetapi tersimpan juga di dalam 

satu database nasional. Penduduk Indonesia hanya diperbolehkan 

memiliki satu e-KTP dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 

tunggal yang berlaku seumur hidup. 

4. Multifungsi 

Setiap penduduk hanya memiliki satu NIK. NIK ini akan digunakan 

untuk berbagai keperluan seperti pembuatan paspor, SIM, NPWP, 

asuransi, dokumen-dokumen identitas lain dan berbagai kepentingan 

pengurusan lainnya. Selain itu e-KTP juga bisa digunakan pada 

pemilu atau pemilukada karena e-KTP bisa langsung digunakan 

sebagai surat suara. 
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d. Proses Pembuatan e-KTP 

Proses Pembuatan e-KTP, Kurang Lebih Sarna dengan Pembuatan SIM 

dan Passport (tata cara, prosedur) 

Proses pembuatan e- KTP (Secara Umum), yaitu sebagai berikut: 

• Penduduk datang ke tempat pelayanan membawa surat panggilan 

• Ambil nomor antrean 

• Tunggu pemanggilan nomor antrean 

• Menuju ke loket yang ditentukan 

• Petugas melakukan verifikasi data penduduk dengan database 

• Foto (digital) 

• Tandatangan (pada alat perekam tandatangan) 

• Perekaman sidik jari (pada alat perekam sidik jari) & scan retina 

mata 

• Petugas membubuhkan TID dan stempel pada surat panggilan 

yang sekaligus sebagai tandabukti bahwa penduduk telah 

melakukan perekaman foto tandatangan sidikjari. 

• Penduduk dipersilahkan pulang untuk menunggu basil proses 

percetakan setelah Pembuatan. 

(http://www.e-ktp.com di akses pada 25 januari 2013). 

16/42054.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



57 

2. Kondisi Kependudukan di Kabupaten Nunukan 

Kabupaten Nunukan merupakan salah satu daerah hasil pemekaran 

Wilayah Kabupaten Bulungan yang wilayahnya berhubungan langsung 

dengan Negara Malaysia Bagian Timur yaitu Negara Bagian Sabah di 

sebelah utara dan Negara Bagian Serawak di sebelah barat. 

Kabupaten Nunukan menjadi salah satu wilayah perbatasan yang sangat 

strategis antara 115o 22' 30"- 118o 44' 54" BT dan 3o 30' 00"- 4o 24' 

55" LU dibatasi dengan daerah sekitarnya berdasarkan batas wilayah 

sebagai berikut : 

Sebelah Utara : Negara Bagian Sabah, Malaysia 

Sebelah Timur : Laut Sulawesi 

Sebelah Selatan : Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau 

Sebelah Barat : Negara Bagian Serawak, Malaysia 

Kabupaten Nunukan dengan luas keseluruhan 14.585,70 KM2 dan terdiri 

dari 15 (lima be las) kecamatan beberapa diantaranya Kecamatan Krayan, 

Krayan Selatan, Lumbis, Lumbis Ogong, Tulid Onsoi, Sebuku, 

Seimanggaris dan Sembakung merupakan wilayah daratan yang berada di 

pulau Kalimantan dengan luas wilayah 8.228,40 KM2 atau 56,41% dari 

luas wilayah Kabupaten Nunukan dan Kecamatan Sebatik, Sebatik Barat, 

Sebatik Utara, Sebatik Tengah dan Sebatik Timur berada di pulau Sebatik. 

Dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang 

dilakukan secara makro, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nunukan 

mencatat, jumlah penduduk Kabupaten Nunukan yang berada di bawah 

garis kemiskinan tahun 2010, mencapai 17.700 an jiwa. Angka ini atau 
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dalam persenatsenya mencapai 12,45 persen dari seluruhjwnlah penduduk 

dengan garis kemiskinan (GK) sebesar Rp. 229.800 rupiahlkapitalbulan. 

Jwnlah penduduk miskin di Nunukan tahun 2010 masih lebih rendah, 

dibanding tahun sebelumnya yakni, mencapai 18.000 an jiwa, atau 

mengalami penurunan sebesar 5,85 persen. Demikian pula dengan 

persentase penduduk miskin terhadap seluruh jumlah penduduk, dimana 

pada tahun 2010 ini mencapai 12,45 persen turun hila dibandingkan tahun 

2009 yang mencapai 13,4 7 persen. 

Sement.ara, indeks keparahan kemiskinan merupakan gambaran mengenai 

penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai 

indeks, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk 

miskin. Indeks kedalaman kemiskinan di tahun 2010 sebesar 2,17 persen, 

turun dari angka indeks tahun sebelumnya yang sebesar 2, 73 persen. 

Demikian pula dengan indeks keparahan kemiskinan di 2020 mencapai 

0,57 persen, turon dari angka indeks tahun sebelumnya yakni 0,81 persen. 

Garis kemiskinan yang merupakan angka batas nilai konsumsi makanan 

dan non makanan yang dinyatakan dalam rupiah juga mengalami 

kenaikan, sejalan dengan angka inflasi, dimana pada tahun 2009 sebesar 

211.809 rupiahlkapita/bulan naik sekitar 8,12 persen di tahun 2010 yang 

mencapai 229.008 rupiahlkapitalbulan. 

Dan secara keseluruhan, Nunukan ikut menyumbang 6,2 persen 

jumlah penduduk miskin se Kaltim yang mencapai 285.400 jiwa 

Jika dibandingkan persentase untuk jumlah penduduk miskin se Kaltim, 

Kabupaten Nunukan justru berada di urutan ke-4 setelah Kabupaten 
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Malinau 15,31 persen, Bulungan 14,58 persen dan Tana Tidung 13,89 

persen. Dan persentase terendah adalah Kota Balikapapan yakni 4,07 

persen. Secara keseluruhan persentase penduduk miskin se Kaltim adalah 

8 persen. 

3. Kondisi Daerah Kecamatan Nunukan Selatan 

1. Keadaan Wilayah Kecamatan Nunukan Selatan 

Kecamatan Nunukan Selatan terdiri dari 4 ( empat) kelurahan, yaitu 

kelurahan Nunukan Selatan, Kelurahan Selisun, Kelurahan Mansapa, 

Kelurahan Tanjung Harapan yang seluruhnya berstatus hukum definitip 

dan beribukotakan Kelurahan Mansapa. Jumlah total keseluruhan Rukun 

Tetangga ( RT ) pada masing-masing kelurahan adalah sebanyak 32 

Rukun Tetangga dan terbagi menjadi 7 Rukun Warga ( RW ). Adapun 

batas wilayahnya sebagai berikut: 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Nunukan 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Nunukan 

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Nunukan 

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Nunukan Barat dan Desa Binusan. 
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Tabel4.2 
Data Luas Wilayah Kecamatan Nunukan Selatan tahun 2010. 

No. Kelurahan!Desa Luas Wilayah Luzs Presentase 

Darat Laut Total (%) 

(Ha) (Ha) 

1. Selisun 2.244,51 - - 12,84 

2. Nunukan Selatan 1.651,90 - - 9,45 

3. Mansapa 2.881,13 - - 16,48 

4. Tanjung Harapan 10.701,46 - - 61,23 

Jumlah 17,479,00 - - 100 

Sumber: Data Kecamatan Nunukan Selatan Tahun 2010 

Pada tabel I, terlihat wilayah terluas berada di Kelurahan Tanjung 

Harapan yaitu 10.701,46 ha (107,01 Km2 
) atau 61,23% dari luas 

keseluruhan Kecamatan Nunukan Selatan, kemudian disusul oleh luas 

wilayah kelurahan Mansapa, Kelurahan Selisun kemudian Kelurahan 

Nunukan Selatan yang mempunyai luas wilayah yang paling kecil yaitu 

9,45% dari luas Kecamatan Nunukan Selatan. 
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2. Wilayah Administratif 

Tabel4.3 
Jumlah Kelurahan, dan Rukun Tetangga Tahun 2010 

No. Kelurahan 
Jumlah Jumlah Luasan 

RW RT (ba) 

1. Selisun 1 6 2.200 

2. Nunukan Selatan 1 5 1.651,9 

3. Mansapa 1 8 2.881,13 

4. Tanjung Harapan 2 7 10.701,46 

Jumlah 5 26 17.343,49 

Sumber: Data Kecamatan Nunukan Selatan Tahun 2011 

Masalah kependudukan merupakan hal sangat penting dalam 

mencapai tujuan pembangunan. Penduduk memegang peranan yang sangat 

vital baik sebagai obyek maupun subyek dari pembangunan itu sendiri. 

Hingga Desember 2011 jumlah penduduk di Kecamatan Nunukan 

Selatan adalah sebanyak 16.566 jiwa yang terdiri dari laki-laki 8.939 jiwa 

dan perempuan 7.627 jiwa serta 3617 Kepala Keluarga ( KK ). 

No 

1 

2 
3 
4 
Jumlah 

Tabel4.4 
Jumlah penduduk Kecamatan Nunukan Selatan berdasarkan jenis 

kelamin per 30 Desember Tahun 2011 

Kelurahan 
Penduduk ( Jiwa ) 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

Selisun 2.793 2.362 5.155 
Nunukan Selatan 3.319 2.958 6.277 
Mansapa 1.206 942 2.148 
Tanjung Harapan 1.621 1.365 2.968 

8.939 7.627 16.566 
Sumber Data: Laporan Keuangan Kecamatan Nunukan Selatan T.A 2011 
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Jumlah penduduk Kecamatan Nunukan berdasarkan jenis Kelamin 

terbanyak di Kelurahan Nunukan Selatan, dimana jumlah penduduk laki-

laki sebanyak 3.319 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 

2.958 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga terbanyak yaitu 1.364 Keluarga. 

Kemudian disusul jumlah penduduk terbanyak berdasarkan jenius kelamin 

pada kelurahan Selisun kemudian Tanjung Harapan dan selanjutnya 

disusul kelurahan Mansapa. 

Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kecamatan Nunukan 

Selatan berdasarkan sumber data dari Bappeda Kab. Nunukan Tahun 2009 

sebanyak 901 Kepala Keluarga ( KK ). 

Tabel4.5 
Jumlah Kepala Keluarga Kecamatan Nunukan Selatan Maret Tahun 2010 

No Kelurahan Kepala Keluarga ( KK) 

1 Selisun 1.064 

2 Mansapa 468 

3 Tanjung Harapan 705 

4 Nunukan Selatan 1.364 

Jumlah 3617 

Sumber: Data Kecamatan Nunukan Selatan Tahun 2011 

Pada tabel diatas, terlihat jumlah kepala keluarga terbanyak ada di 

Kecamatan Nunukan Selatan yaitu berjumlah 1.364 diantara kelurahan 

yang ada di Kecamatan Nunukan Selatan, kemudian disusul oleh jumlah 

kepala keluarga wilayah kelurahan Selisun, Kelurahan Tanjung Harapan 

kemudian Kelurahan Mansapa yang mempunyai jumlah kepala keluarga 
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yang paling sedikit yaitu 468 dari total jumlah kepala keluarga wilayah 

Kecamatan Nunukan Selatan. 

Tabel4.6 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian di masing-masing 

Kelurahan Kec. Nunukan Selatan tahun 2010 

Mata Pencaharian 
Kelurahan 

Selisun Nunukan Selatan Mansapa Tanjung Harapan 

Karyawan 
1 ). Pegawai Negeri Sipil 62jiwa 193 jiwa 56jiwa 23 jiwa 
2). AB RI 13 jiwa - - ljiwa 
3). Swasta 290 jiwa - 6jiwa 158jiwa 
b. Wiraswasta 27 jiwa 508jiwa 43 jiwa 

Tani 81 jiwa llOjiwa 98jiwa 348jiwa 

d.Pertukangan - 2jiwa - -
e. Buruh tani 64 jiwa - 34 jiwa -
f. Pensiunan 3jiwa - - -
g. nelayan 8jiwa 52jiwa 47 jiwa 187 jiwa 
h. Pemulung - - - -
i J a sa 1 jiwa - - -
Anggota DPRD - - - -
Biarawati 8jiwa - - -
Lain-lain 4jiwa - 67 jiwa 1361 jiwa 

Sumber: Data Kecamatan Nunukan Selatan Tahun 2011 

Dari data diatas sebagian besar penduduk yang mempunyai mata 

pencaharian petani terbanyak terdapat di kelurahan tanjung Harapan, 

sehingga konsentrasi penyuluh lebih pada sekitar kelurahan tanjung 

Harapan.untuk kelurahan Selisun dan Nunukan selatan terbanyak mata 

pencaharian penduduknya di bidang swasta, hal ini menandakan bahwa 

masyarakat sudah mulai mandiri. 
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Tabel4.7 
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Kecamatan 

Nunukan Selatan Per Juni Tahun 2010. 

Luas Jumlah Penduduk 
Kepadatan 

No. Kelurahan Wilayah 
(Jiwa) % Penduduk 

(ha) 

1. Selisun 2.244,51 3.882 34,44 1,73 

2. Nunukan 1.651,90 3.831 33,99 2,32 
Selatan 

3. Mansapa 2.881,17 1.349 11,97 0,47 

4. Tanjung 10.701,46 2.209 19,60 0,21 
Harapan 

Jumlah 17.479,04 11.271 100 

Sumber: Data Kecamatan Nunukan Selatan Tahun 2010 

Jumlah Penduduk Kecamatan Nunukan Selatan terbanyak di 

kelurahan Selisun yaitu sebanyak 3.882 jiwa atau 34,44 % dari jUmlah 

Penduduk kecamatan Nunukan Selatan, kemudian di susul oleh Jumlah 

Penduduk Kelurahan Nunukan Selatan, Kelurahan Tanjung Harapan dan 

Kelurahan Mansapa. 

Berdasarkan luas wilayah, kepadatan penduduk tertinggi berada di 

Kelurahan Nunukan Selatan yaitu 2,32 jiwalha, kemudian disusul oleh 

Kelurahan Selisun, Kelurahan Mansapa dan Kelurahan Tanjung Harapan. 

3. Gambaran Umum Kantor Kecamatan Nunukan Selatan. 

1. Umum 

Kecamatan Nunukan Selatan yang baru terbentuk berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2007 tentang Pembentukan 
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Kecamatan Nunukan Selatan kedalam Wilayah Kabupaten Nunukan, 

namun pemerintahan baru mulai efektif pada tanggal 9 Oktober 2008. 

Kecamatan Nunukan Selatan merupakan Kecamatan hasil 

Pemekaran dari Kecamatan Nunukan pada tahun 2008. Letaknya 

dipesisir Timur Nunukan yang langsung berbatasan dengan laut yang 

memisahkan pulau Nunukan dengan Pulau Sebatik. 

2. Visi dan Misi 

1. Visi 

Da!am rangka mengantisipasi tantangan ke depan menuju 

kondisi yang diinginkan, Kecamatan Nunukan Selatan perlu secara 

terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi. 

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan kemana 

Kecamatan Nunukan Selatan akan diarahkan dan apa yang akan 

dicapai maupun di peroleh. Sejalan dengan visi pemerintah Kabupaten 

Nunukan 2011-2016 yaitu "Terwujudnya Masyarakat Nunukan Yang 

Maju, Aman , Damai, Bermoral, Demokratis, Mandiri, Sejahtera, Dan 

Berdaya Saing Sebagai Beranda Terdepan NKRI". Maka Visi Kantor 

Kecamatan Nunukan Selatan adalah: 

"Visi Kantor Kecamatan Nunukan Selatan adalah Terdepan 

Dalam Pelayanan yang Profesional Guna Mewujudkan Masyarakat 

Kecamatan Nunukan Selatan yang Mandiri dan Sejahtera" 

2. Misi 
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Untuk mewujudkan Visi Kantor Kecamatan Nunukan Selatan 

sebagaimana yang telah digariskan di atas, maka dipandang perlu pula 

untuk menggariskan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh 

seluruh jajaran Kantor Kecamatan Nunukan Selatan yaitu sebagai 

berikut: 

1. Meningkatkan Motivasi Kerja Pegawai di Lingkungan 

Kecamatan Nunukan Selatan. 

2. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kecamatan 

yang Profesional. 

3. Mewujudkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat sesuai 

ketentuan peraturan Perundangan-undangan yang Berlaku. 

4. Melaksanakan Program-Program Pemberdayaan Masyarakat 

yang Sejalan dengan Program Daerah Kabupaten Nunukan. 

3. Togas Pokok dan Fungsi 

Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana 

teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan 

dipimpin oleh Camat. 

Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Bupati melalui Seketaris Daerah. Dibawah ini merupakan Tugas 

Pokok dan Fungsi Camat Nunukan Selatan: 

1) Camat mempunyai tugas mengkordinasikan penyelenggaraan 

pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam 

pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan 
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pemerintah dari bupati untuk. menangani sebagai urusan 

otonorni daerah menyelenggarakan tugas urnum perneritahan. 

2) Carnat rnenyelenggarakan tugas umum pernerintahan 

sebagairnana dimaksud pada ayat 1 meliputi : 

a. Mengkordinasikan kegiatan pernberdayaan masyarakat 

b. Mengkordinasikan upaya penyelenggaraan ketentrarnan 

dan ketertiban umurn 

c. Mengkordinasikan penerapan dan penegakan peraturan 

perundang-undangan 

d. Mengkordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas 

pelayanan rnumurn 

e. Mengkordinasikan penyelenggaraan kegiatan pernerintah di 

tingkat kecarnatan 

f. Mernbina penyelenggaraan pernerintah desa danlkelurahan 

g. Melaksanakan pelayanan rnasyarakat yang rnenjadi ruang 

lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan 

oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan 

h. Mernirnpin dan rnengendalikan organisasi kecarnatan agar 

lebih berdaya dan berhasil guna 

i. Melaksanakan moitoring dan menyusun bahan evaluasi 

serta pelaporan pelaksanaan tugas 

J. Memberikan pembinaan dan araban serta penilaian kinerja 

bawahan 

k. Mernberikan saran dan pertirnbangan kepada atasan; dan 
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I. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

bidang tugas dan kewenangannya. 

3) Selain menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Camat melaksanakan kewenangan pemerintah yang 

dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani seagai urusan 

otonomi daerah yang meliputi aspek : 

a. Perizinan 

b. Rekomendasi 

c. Koordinasi 

d. Pembinaan 

e. Pengawasan 

f. Fasilitasi 

g. Penetapan 

h. Penyelenggaraan 

i. Kewenangan lain yang dilimpahkan 

4. Keadaan Pegawai Kecamatan Nunukan Selatan 

Dari segi Kuantitas jumlah aparatur yang ada di Kecamatan 

Nunukan Selatan sampai tahun 2013 berjumlah 28 ( Dua Puluh 

Delapan) orang yang terdiri dari: 
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Tabel4.8 
Jumlah Aparatur Kecamatan Nunukan Selatan 

NO Jabatan/Posisi Jumlab KETERANGAN 
1. Camat 1 

2. Seketaris Camat 1 

3. Kasubbag Umum 1 

4. Kasubbag Keuangan 1 

5. Kasubbag Perenumaan dan Program 1 

6. Kasi Tata Pemerintahan 1 

7. Kasi Penberdayaan Masyarakat 1 

8. Kasi Ketentraman dan Ketertiban - Jabatan Kosong 

9. Kasi Sosek Kesra 1 

10. Kasi Pendapatan - Jabatan Kosong 
11. Staf Go1ongan III 4 

12. Staf Go1ongan II 4 

13. Tenaga Honorer 10 

Jumlab 28 
Sumber: Data Kecamatan Nunukan Selatan Tahun 2013 

Dari data diatas diperoleh jumlah aparatur di Kantor Kecamatan Nunukan 

Selatan adalah 28 orang yang terdiri dari Camat 1 orang, Seketaris Camat 1 

orang, Kasubbag Umum 1 orang, Kasubbag Keuangan 1 orang, Kasubbag 

Perencanaan dan Program 1 orang, Kasi Tata Pemerintahan 1 orang, Kasi 

Sosek Kesra 1 orang, Staf Golongan III 4 orang, Staf Golongan II 4 orang dan 

Tenaga Honorer berjumlah 10 orang. 
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B. Temuan Penelitian 

1. Implementasi Program e-KTP di Kecamatan Nunukan Selatan 

Pelayanan pembuatan e-KTP merupakan salah satu contoh bentuk 

pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah. Proyek e-KTP 

ini dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di 

Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu 

KTP. Hal ;ni disebabkan belum adanya basis data terpadu yang 

menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut 

memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang terhadap negara 

dengan menduplikasi KTP-nya. 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat 

membantu manusia dalam menjalankan aktivitasnya, karena segala 

kegiatan dapat dilakukan dengan cepat, murah, dan tepat, sehingga 

produktivitas kerja akan meningkat. Perkembangan teknologi informasi 

dan komunikasi memperlihatkan bermunculannya berbagai jenis kegiatan 

yang berbasis pada teknologi ini, seperti dalam dunia pemerintahan (e­

government), yang didalamnya memiliki program seperti dalam bidang 

pemerintah (e-KTP), pendidikan (e-education, e-learning), kesehatan, (e­

medicine, elaboratory), dan lainnya, yang kesemuanya itu berbasiskan 

elektronik. Pemerintah menerapkan e-government yang bertujuan untuk 

mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan, bersih, adil, 

akuntabel, bertanggungjawab, responsive, efektif dan efisien. e­

government memanfaatkan kemajuan komunikasi dan informasi pada 

berbagai aspek kehidupan, serta untuk peningkatan daya saing dengan 
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Negara-negara lain. Seperti yang tercantum dalam UU No. 11 Tahun 2008 

tentang infonnasi dan transaksi Elektronik. e-government menerapkan 

system pemerintahan dengan berbasis elektronik agar dapat memberikan 

kenyamanan, meningkatkan transparansi, dan meningkatkan interaksi 

dengan masyarakat, serta meningkatkan partisipasi publik. Berdasarkan 

pemaparan tersebut, salah satu penerapan implementasi e-Government 

dalam pelayanan publik dengan penggunaan teknologi dan infonnasi yang 

saat ini sedang dilaksanakan dalam bidang pemerintahan adalah e-KTP 

(elektronik kartu tanda penduduk). 

Indonesia dengan jumlah penduduknya yang besar memerlukan 

data kependudukan yang akurat, untuk itu pemerintah membuat program 

yang disebut dengan E-KTP. e-KTP merupakan cara baru jitu yang akan 

ditempuh oleh pemerintah dengan membangun database kependudukan 

secara nasional untuk memberikan identitas kepada masyarakat dengan 

menggunakan system biometric yang ada di dalamnya, maka setiap 

pemilik e-KTP dapat terhubung kedalam satu database nasional, sehingga 

setiap penduduk hanya memerlukan 1 KTP saja Menurut UU No. 23 

tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Definisi dari e-KTP atau 

kartu tanda penduduk elektronik adalah dokumen kependudukan yang 

memuat system keamanan I pengendalian baik dari sisi administrasi 

ataupun teknologi infonnasi dengan berbasis pada pada database 

kependudukan nasional. Penduduk hanya di perbolehkan memiliki 1 (satu) 

KTP yang tercantum Nomor induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan 

identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. 
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Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar 

dalam penerbitan paspor, surat Izin mengemudi (SIM), Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan 

penerbitan dokumen identitas lainnya. Dengan adanya e-KTP ini tentunya 

masy~J.rakat dapat mendukung peningkatan keamanan Negara melalui 

tertutupnya peluang adanya KTP ganda atau KTP palsu dimana selama ini 

para pelaku kriminal termasuk teroris, TKl illegal dan perdagangan 

manusia sering menggunakan KTP ganda atau KTP palsu tersebut untuk 

memalsukan identitas diri agar tidak teridentiftkasi oleh pihak berwajib. 

Jumlah KTP palsu yang sangat besar tersebut dapat dipastikan 

bahwa dengan menggunakan KTP manual pemerintah sering mengalami 

kecolongan dalam mengawasi penggunaan KTP manual, karena KTP 

manual dapat di buat dengan mudah dimana SB:ia, apalagi jika memiliki 

orang dalam disebuah instansi kecamatan. Dengan demikian masyarakat 

yang tidak bertanggungjawab dapat dengan leluasa melakukan kecurangan 

dan penyimpangan dengan menggunakan KTP manual. 

Kecamatan Nunukan Selatan menjadi salah satu organisasi 

pemerintah yang menjadi pelaksana pembuatan e-KTP. Tentunya 

pembuatan e-KTP ini berlaku bagi semua warga yang terdata sebagai 

penduduk Kecamatan Nunukan Selatan. Pada pelayanan pembuatan e­

KTP di Kecamatan Nunukan Selatan terjadi permasalahan yang 

disebabkan banyaknya antrian yang dikarenakan jumlah penduduk 

Kecamatan Nunukan Selatan yang berhak memperoleh dan memenuhi 

persyaratan pembuatan e-KTP yang banyak, tidak sebanding dengan alat 
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pendukung pembuatan e-KTP di Kecamatan Nunukan Selatan . Hal itu 

dapat diyakini berdasarkan dari wawancara dengan Ka.Sie Kepundudukan 

Kecamatan Nunukan Selatan lbu Sri Utami,SE mengungkapkan bahwa 

hanya tersediafinger print, scan retina dan kamera yang berjumlah empat 

set 

a. Masalah dalam pelaks~naan e-KTP menurut Camat Nunukan 

Selatan 

1. Kesiapan penyelenggara pembuatan e-KTP dalam hal ini adalah 

Kecamatan dinilai masih kurang terutama masalah peralatan untuk 

menunjang pelaksanaan pembuatan e-KTP seperti penyediaan Ganset 

dan Tripod. Ganset memiliki peran penting dalam pembuatan e-KTP 

terutama pada saat listrik padam yang tidak pemah diketahui kapan 

pemadamannya. Pemadaman ini tentu saja menghambat pelaksanaan 

pembuatan e-KTP jika tidak ada ganset untuk memback-up karena 

data-datanya bisa hilang dan harus mengulang kembali. Permasalahan 

lain muncul ketika pengambilan gambar iris mata. Karena dipegang 

langsung oleh pembuat e-KTP maka posisinya sering goyang sehingga 

cukup sulit untuk diambil gambarnya dan harus dilakukan berulang­

ulangjelas masalah ini menghambat kelancaran. Jika ada Tripod maka 

pembuat e-KTP tidak perlu repot memegang dan hasilnya juga tidak 

akan bergoyang-goyang. 

2. Secara sosialisasi sudah dianggap menyentuh lapisan masyarakat 

sehingga evaluasi bukan pada point sosialisasi namun pada tingkat 
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partisipasi masyarakat. Permasalahan tidak terpenuhinya dikarenakan 

jam yang dialokasikan masyarakat banyak yang tidak mendukung bagi 

warga masyarakat yang memiliki jam kerja kantor sama dengan jam 

kerja kecamatan atau bagi mereka yang tinggal di Nunukan namun 

bekerjanya di luar kabupaten Nunukan, jelas ini sulit dilakukan dan 

harus dilakukan langkah untuk mengantisipasi melalui penggeseran 

jam undangan, penambahan jam atau alokasi waku khusus. 

3. Data kependudukan yang dimiliki Kantor Kecamatan Nunukan Selatan 

belum akurat, masih terdapat warga yang belum didata dan dimasukan 

ke dalam database kependudukan. 

4. Walaupun pelaksanaan e-KTP di Kecamatan Nunukan Selatan sudah 

dinilai mencapai target namun kantor Kecamatan Nunukan Selatan 

tetap berusaha untuk tetap melayani masyarakat yang belum 

melakukan perekaman data e-KTP 

5. Pada umumnya Kabupaten!Kota yang hendak melaksanakan program 

e-KTP tahun 2011 telah berusaha maksimal melaksanakan dan 

mempersiapkan pelaksanaan e-KTP dengan berbagai keterbatasannya. 

Akan tetapi manajemen serta distribusi perlengkapan e-KTP serta 

ketidaksiapan daerah dalam melaksanakan program ini menyebabkan 

kekacauan dalam pelaksanaan, akibatnya tampak dipaksakan dan 

cenderung semata-mata memenuhi ambisi pemerintah pusat. 
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b. Masalab Menurut Kasi Pemerintaban: 

Pelaksanaan e-KTP telah sesuai dan mengacu pada Undang­

undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan 

peraturan-peraturan kependudukan lainnya, namun dalam 

pelaksanaannya belum bisa beijalan maksimal karena masih menemui 

beberapa hambatan. 

1. Dilihat dari data perkemba.'lgan pelaksanaan e-KTP bahwa 

wajib KTP yang belum melaksanakan perekaman sebanyak 6487 

orang dengan persentase 60.42% dari total jumlah wajib KTP 

Kecamatan Nunukan Selatan (data bulan Desember 2012). 

2. Sikap pelaksana (disposisi) yaitu kurangnya tingkat kepatuhan 

wajib KTP untuk menghadiri sosialisasi dan mengikuti 

perekaman E-KTP sesuai jadwal, serta kurangnya kesadaran 

wajib KTP yang telah melakukan perekaman E-KTP di tempat 

lain untuk melaporkan diri, 

3. Dukungan anggaran yang terbatas sehinggga waktu pelayanan 

tidak dapat berlangsung lama hanya dapat dilaksanakan selama 

7 jam sehari dan hari sabtu selama 4 jam. Selain itu alat 

perekaman e-KTP tidak dapat dioperasikan dalam jangka waktu 

yang lama. 

4. Sosial dan ekonomi, yaitu kondisi sosial ekomomi wajib KTP 

meliputi kondisi fisik, usia, meninggal, dan faktor-faktor lain 

yang tidak memungkinkan wajib KTP untuk mengikuti 

perekaman E-KTP. 
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5. Masih adanya Kepala Keluarga yang memiliki KK Konvensional 

(KK berwama Merah) sehingga tidak dilayani pada saat 

perekaman e-KTP 

6. Masih terdapat NIK ganda dan perubahan data lainnya sehingga 

yang bersangkutan harus memperbaiki datanya terlebih dahulu 

ke Dinas Dukcapil Kabupaten Nunukan 

7. Jarak tempuh dan tidak adanya sarana transportasi menyulitkan 

wajib KTP untuk datang melaksanakan perekaman di Kantor 

Kecamatan Nunukan Selatan. 

8. Wajib KTP tidak dapat hadir disebabkan kondisi kesehatan yang 

tidak memungkinkan untuk datang ke tempat perekaman e-KTP 

dan masyata.kat Wajib KTP sedang bekerja di luar kota. 

9. Selain itu tetjadi penurunan animo masyarakat untuk 

melaksanakan petekaman e-KTP karena ketidakpastian 

penerbitan e-KTP tersebut. 

c. Masalah menurut Tokoh Masyarakat Selisun: 

1. Kurangnya sosialisasi mengenai e-KTP ·· tetmasuk · pengertian e­

KTP itu sendiri, manfaat e-KTP, bagaimana prosesnya dan 

berapa lama proses- pembuatannya. Hal ini mengingat- warga 

didaerah Kecamatan Nunukan Selatan masih banyak warga yang 

awam dan tidak memahami sama sekali dengan program 

pemerintah yang baru ini. 

16/42054.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



77 

2. Letak Kantor Kecamatan Nunukan Selatan yang sangat jauh dari 

daerah Kelurahan Selisun, karena daerah Kelurahan Selisun 

merupakan kelurahan yang terjauh dari Kantor Kecamatan 

Nunukan Selatan dan kurangnya akses transportasi umum yang 

menuju Kantor Kecamatan Nunukan Selatan. 

3. Jadwal Pelaksanaan perekaman e-KTP yang tidak sesuai dengan 

waktu luang masyarakat di karenakan mata pencaharian warga 

kelurahan Selisun yang petani, supir angkot, nelayan, dan lain­

lain. 

d. Masalab Menurut Tokob Masyarakat Keluraban Mansapa: 

l. Bahwa tidak semua masyarakat paham tentang- maksud, tujuan 

dan manfaat di laksanakannya program e-KTP salah satu faktor 

yang menyebabkan hal tersebut yaitu kurangnya koordinasi 

antara aparat pelaksana, 

2. Masih kurangnya Pegawai yang melayani perekaman e-KTP- dan 

Alat e-KTP sehingga pada awal penjadwalan perekaman e-KTP 

menyebabkan antri yang lama. 

e. Masalab Menurut Tokob Masyarakat Tanjung Harapan 

1. Untuk media informasi Pemerintah telah memberitakan 

mengenai e-KTP, sehingga masyarakat mengetahui informasi 

tentang e-KTP. Tapi terlepas dari itu, masih banyak masyarakat 

yang belum mengetahui secara pasti mengenai e-KTP misalnya 
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untuk masyarak.at yang bermukim jauh dari Kota atau tidak 

memiliki televisi dirumahnya. 

2. Aktivasi e-KTP. E-KTP yang sudah tercetak perlu di aktivasi 

apakah data yang tercantum sudah benar atau tidak. Namun 

beberapa penduduk atau petugas dari kantor kelurahan hanya 

sebatas mendistribusikan e-KTP saja dan aktivasi dilakukan 

dikemudian hari, sehingga menyebabkan penduduk yang 

memiliki jarak yang cukup jauh dari kantor Kecamatan menjadi 

enggan untuk melakukan aktivasi, 

3. Kurangnya program kegiatan yang dibuat oleh Kantor 

Kecamatan yang dapat mengajak masyarakat agar mau segera 

inelakukan pci'ekainan e-KTP- daft inelaporkan peristiwa­

peristiwa penting yang terjadi pada mereka. 

f. Masalah menurut Tokoh masyarakat Kelurahan Nunukan 

Selalan 

b. Masyarakat di daerah kami masih banyak yang belum mengetahui 

adallya perek-all1ait e-KTP di Kantor Kecamatan NunUkan Selatan, 

mungkin masih kurangnya Surat Himbauan atau Pamplet yang di 

tempelk-an di terilpat-tempat- strategis agar- dapat- dibaca 

masyarakat 

c. Pelayaitan yang diberikan oleh Kecamatan Nunttkan Selat:an 

sebagai tempat untuk merekam data sudah sangat baik. Para staf 

sangat- ramah dan meJayafii dengan baik- kepada Warga yang dating. 
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Hal ini yang menjadi nilai lebih karena terbayar dengan lokasi 

kantor Kecamatan Nunukan Selatan yang sangat jauh. 

d. Pemikiran masyarakat tentang e-KTP yaitu penggunaanya hanya 

sebagai Kartu Tanda Penggenal semata. Tapi mereka belum 

mengetahui manfaat e-KTP yang sebenarnya. 

2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat pelaksanaan Program e­

KTP 

a. Faktor Pendukung dan Penghambat menurut Camat Nunukan 

Selatan 

1. Pelaksanaan e-KTP yang dijadwalkan di Kelurahan dan RT 

berjalan dengan baik dengan melibatkan Lurah dan RT setempat 

untuk turut serta mengontrol warganya saat perekaman e-KTP 

di Kecamatan Nunukan Selatan. 

2. Selalu melakukan rapat evaluasi pelaksanaan e-KTP antara 

petugas operator, dan pelaksana teknis yang terkait. 

3. Adanya komitmen yang tinggi dari Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil, Camat, Lurah, RT, Operator e-KtP; 

Masyarakat dan instansi teknis yang terkait untuk mewujudkan 

pelaksanaan perekaman data e-KTP-dengan baik dan lancar. 

4. Salah satu Faktor Penghambat yaitu belum ada dokumen 

prosedur penyelesaian permasalahan e-KTP- di Kecamatan 

setempat. 
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5. Masih terdapat masyarakat yang merasa belum perlu membuat e­

KTP karena KTP Nasional masih clapat dianjurkan untuk urusan 

administrasi diberbagai instansi. 

6. Tim pokja tidak langsung melayani permasalahan yang terjadi 

pada saat pelaksanaan e-KTP karena yang langsung menangani 

masalah yaitu Operator e-k!P, dan Camat. 

7. Pemadaman lampu yang tetjadi di Kabupaten Nunukan menjadi 

salah satu penghambat karena Alat-alat perekaman e-ktP yang 

sangat bergantung pada listrik agar dapat digunakan. 

b. Faktor pendukung dan penghambat menurut Kasi 

Pemeriii&Iuiit Keciamabi<ii Nwitikfto Seliitan 

1. Operator Komputer Kecamatan Nunukan Selatan mampu 

lllenangani secaia tekilis permasalahan di Iapangan karena telah 

mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan 

dan Peneatatan Sipil Kabupaten Nunukan. 

2. Penambahan waktu untuk perekaman data sampai malam hari dan 

pada hari keija, sehlilgga perekaman data dapat selesai sesuai 

dengan waktu yang diberikan. 

3. Sistem e-KTP< dapat meildeteksi dan menghapUs- data peildtiduk 

yangganda. 

4. Tefdapal masyarakal yang tidak mau- mengantri seSu-ai Jadwal 

perekaman e-KTP yang sudah diserahkan pihak Kelurahan. 
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5. Masih terdapat warga yang tidak dapat hadir untuk melakukan 

perekaman data e-KTP di kecamatan Nunukan Selatan. 

6. Alat sidik jari, kamera, dan alat lainnya yang sering error. 

7; Apabila terdapat data yang salah maka tidak bisa diperbaiki, 

sehingga operator e-KTP harus berhati-hati dalam merekam 

data. 

8. Jaringan yang sering berrnasalah sehingga menyulitkan operator 

e-KTP yang bertugas memverifikasi dan merekam data menjadi 

terhambat untuk mengirimkan data tersebut ke pusat. 

c. Faktor Pendukung dan Penghambat menurut Tokoh Masyarakat 
wilayali Kecamataii Nuiiukaii Selataii 

1. Bagi masyarakat, dengan adanya e-KTP ini akan semakin 

telah disediakan oleh pemerintah. e-KTP punya keamanan tingkat 

Hnggi dan dipastikan tidak hisa diinanipulasi oleh orang ·yang 

tidak bertanggung jawab. 

2. Operator e-KTP dan pegawai di Kecariuitan Nuimkan setatan 

yang sangat ramah dalam melayani dan merekam data 

3. Terlihat keijasama yang baik antara operator e-KTP dan rekan 

4. Peralatan perekaman data yang lengkap dan baru sehingga 
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5. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak yang terkait 

seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga masih 

hanyak masyarakat yang kurang tahu dan manfaat dari e-KTP itu 

sendiri. 

6. Letak Kantor Kecamatan yang sangat jauh bagi masyarakat 

tertentu yang wilayah tempat tinggalnya paling ujung karena 

terkendala transportasi untuk menuju ke Kantor Kecamatan. 

7. kesibukan masyarakat dalam bekerja, karena jadwal perekaman 

bertepatan denganjam kerja masyarakat. 

C. Pembabasan 

1. Impiementasi Prng.ram Ka-rtu Tiiiida Peiiauduk {e-KTP-) di 
Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan 

a. lsi Kebijakan 

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan 

Kebijakan publik dianggap sebagai bagian dari manajemen 

strategik, sehingga adalah penting jika dalam menjalankan penerapan e-

KTP, strategi menjadi penting. Dalam rangka pencapaian itu, pemerintah 

megeluarkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya komperensif dan berlaku 

secara nasional. Dalam hal ini dikeluarkannya Inpres No. 3 Tahun 2003 

tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Govemmet, VU 

No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan 

Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007· Tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang 
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Administrasi Kependudukan, yang pada prinsipnya menjamin administrasi 

kependudukan dan pelayanannya dalam rangkamencapai efektifitas dan 

efisiensi. 

Administrasi Kependudukan merupakan rangkaian kegiatan 

penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data 

kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, 

Pengelolaan lnformasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunMil 

hasilnya untuk pelayanan public dan pembangunan sector tain. Urusan 

administrasi Kependudukan diselenggarakan oleh pemerintah, Pemerintah 

provinsi dan pemerintah kabupatenlkota dengan kewenangan masing­

masing. 

Unruk dapat menghasilkah pekeijaan yang- oaik harusiah 

mernpunyai prosedur yang jelas dalam suatu kegiatannya, begitu juga 

dalam kebijakan implemeiitasi program e-KTP ini, perlu a:danya kegiata:n 

yang jelas dan perencanaan yang tersusun dengan standard prosedur yang 

telah ditenfukan agar-hasil yang diCapai sesuai dengan yang diharapkan. 

Dalam pelaksanaan implementasi program KTP Elektronik ( e­

KTP) ini menurut Edward ill terdapat dua kafakteiistik yang dapat 

mendongkrak kineija struktur birokrasi kearah yang lebih baik yaitu 

dengan melakukim Stafidard Operating Prosedures (SOPs} dan 

Fragrnentasi yang dapat menjadi mekanisme dari kegiatan program e­

KTP. Cara yang digunakan dengan SOPs mak-sudfiya adalah suatu 

kebijakan yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan 

untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan 
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standard yang telah ditetapkan. Namun pada kenyataannya stakeholder 

tidak memiliki SOPs yang baku layaknya sebuah organisasi yang 

berhubungan dengan orang banyak. 

Standard internal yang bersifat procedural inilah yang disebut 

dengan Standar Operating Proseduress (SOPs). SOP ( Standard 

Operating Procedure ) merupakan satu set pedoman dalam suatu 

organisasi yang menjelaskan prosedur kegiatan rutin, tata cara atau 

langkah - langkah yang harus diikuti dalam suatu proses kerja tertentu dan 

sangat dibutuhkan oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuan suatu 

organisasi secara efektif dan efisien. Sebelum membuat SOP, maka pada 

tingkat pertama Organisasi harus membuat kebijakan mutu layanan yang 

biasanya tertuafl% dalam visi dan misi, yang- kemudian dituangkan dalam 

"quality manual". Quality manual memuat kebijakan kualitas dan 

memberikan tinjauan umum dari proses - proses inti dalam suatu 

organisasi. Kebijakan mutu kemudian dijabarkan ke dalam SOP. 

SOP (Standard Operating Procedures} adalah panduan has-il kerja 

yang diinginkan serta proses kerja yang harus dilaksanakan. SOP dibuat 

dan di dokumentasikan secara tertulis yang- memuat prosedur-{alur- pcoses} 

kerja secara rinci dan sistematis. Alur kerja (prosedur) tersebut haruslah 

mooah dipahami dan dapat di implementasikan dengan baik dan konsisten 

oleh pelaku. Implementasi SOP yang baik akan menunjukkan konsistensi 

hasil kerja, hasH produk dan proses pelayanan seluruhnya dengan 

mengacu kepada kemudahan, pelayanan dan pengaturan yang seimbang. 

Agar SOP· dapat dilaksanakan, maka perlu dibuat jabaran SOP- sevara 
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teknis yang tertuang dalam instruksi kerja dalam suatu unit kerja 

SOP berfungsi pula sarana penunjang yang sangat penting sebagai alat 

guna menggerakkan kegiatan organisasi dalam meningkatkan 

produktivitas dan menjamin mutu layanan. SOP adalah proses 

merumuskan, merevisi, menetapkan, dan menerapkan standar 

dilaksanakan secara tertib dan kerjasama dengan semua pihak. SOP adalah 

spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan 

metode yang disusun berdasarkan konsesus semua pihak yang terkait 

dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, 

lingkungan hidup, perkembangan ihnu pengetahuan dan teknologi, 

pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk 

memperoleh manfaat yang- sebesar-besaffiya. 

Sedangkan isitilah fragmentasi berkaitan dengan upaya 

penyebaran tanggung jawab kegiatail-kegiatim dan aktivitas-aktivitas 

pegawai diantara beberapa unit. Fragmentasi di!akukan untuk 

memJ)ermudah suatu kebijakan diimplementasikann, karena kebijakan 

tidak dapat dimobilisasi oleh satu individu saja, maka dari itu dilakukan 

fragmentasi atau pembagian kewenangail agar tUgas-tUgas yang hams 

dilakukan tidak menumpuk pada satu orang saja, dan ini akan sangat 

oerkaitan dengan aspek Standaf operating Prosedur- (SOP} yang dinilai 

melalui tingkat keefektifannya dan apakah sesuai dengan prosedur. 

Dibawah ini merupakan salah satu inekafti5me penerbitan e-KTP- di 

Kecamatan Nunukan Selatan. 
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Bagan 4.1 
Standar Operating Proseduress (SOPs) alur e-KTP 

n 
J. -L. ~··, .. J~ . ..... 

' . . 

Sumber: Technical Operational PT. SUCOFINDO (Persero), 2012 

Bagi Kabupaten Nunukan, penyelenggaraan administrasi 

kependudukan yang berkualitas dan modem dengan system elektronik 

dirasa penting dalam rangka menuju pada tertib database, tertib NIK, tertib 

dokumen kependudukan dan merupakan keharusan yang pelaksanaannya 

perlu ditertibkan lagi, terlebih Kabupaten Nunukan merupakan tempat 

keluar dan masuknya Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, 

termasuk TKI keluar Negeri (Tawau Sabah Malaysia) dan merupakan 

daerah perbatasan yang menjadi beranda terdepan NK.Rl. Oleh karenanya 

tuntutan pengadministrasian secara tertib, teratur, terarah dan 

berkesinambungan mutlak diperlukan karena nantinya akan semakin 
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meningkatkan efektivitas pelayanan public dan dapat dipastikan pula 

bahwa semua rencana pembangunan daerah dan nasional akan lebih 

efektif apabila ditunjang dengan data kependudukan yang akurat, baik 

mengenai jumlah, kepemilikan dokumen, persebaran dan komposisi 

penduduk. 

Melalui proses administrasi kependudukan yang benar, akan 

diperoleh data yang valid dan terkini bahkan dapat dibuat proyeksi karena 

proyeksi penduduk bukanlah ramalan jumlah penduduk, tetapi suatu 

perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen iaju 

pertambahan penduduk melalui kelahiran, kematian dan perpindahan. 

Agar diperoleh tujuan penyelenggaraan yang meliputi: Tertib database, 

Tertib NIK, Tertib Dokumen Kependudukan. 

Dikaitkan dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis 

Kabupaten Nunukafl yang desa-desanya teq)encil jallh diPe<Jalaman t:enfu 

membutuhkan keseriusan dan kesungguhan semua pihak untuk 

meningkatkan kualit-as dan efektivitas pelayanan. 

a. Dasar-dasar pelaksanaan yang berkaitan dengan Administrasi 

KependudUbn, NIK dan e-KTP-, yaitu: 

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 

Ses\lai dengan ainanat Undang-Ufldang Dasaf- Negara R-ejmblik 

Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur 

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan meriun:lt- asas otonomi dan 

tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan 

ootUk- mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyamkat- melalui 

16/42054.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



88 

peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. 

Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu 

meningkatkan daya saing dengan rr.emperhatikan prinsip demokrasi, 

pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan 

keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Hal tersebut terkait pada Pasal 13 huruf l yang merupakan 

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk 

kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota. 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan. Khususnya pada BAB IV mengenai Pendaftaran 

Penduduk. Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab 

menyelenggarakan Administrasi Kependudukan seeara nasional . 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahtin 2006 Tentang 

Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor-10-2 Tahun 20-12 tentang perubahan atas 

peraturan pemerintah nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor- 23 Tahun 2006 tefltang­

Administrasi Kependudukan. 

3. PemtUmn PresideD Rl Nomor 25 Tahun2008 tentafig persyaratafi dan 

Tata Cara pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil. Bahwa untuk 

melaksanakan k-etentuan Pasal23, Pasal25 ayat-(4), Pasal26 ayat-(2), 

Pasal 31, Pasal 32 ayat (3), Pasal 33 ayat (3), Pasal 38, Pasal 39 ayat 

(3), Pasal42, Pasal43 ayat-(3), Pasal46, Pasal5l, Pasal55, Pasal56 
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ayat (3), Pasal 57 ayat (2), Pasal 74, Pasal 89 ayat (3), Pasal 90 ayat 

(3), Pasal9i ayat (3) dan Pasal9i ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 38 ayat 

(5) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2{)07 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

4. Peraturan Presiden nomor 126 Tahun 2{)12 tentang perubahan ketiga 

atas peraturan presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang penerapan KTP 

berbasis NIK secara Nasional. Ada beberapa ketentuan dalam 

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu 

Tanda Penduduk Berbasis Nomor· lnduk Kependudukan Secara 

Nasional perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada. 

5. Peraturan daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Talmn 2009 tentaflg 

penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Nunukan 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Nunukan Nomor 4 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2009 tentang­

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Nunukan. 

6. Ufldang-Ufldang No.23 Tahufi 2006 (Pasal 5 Huruf e : Pengelolaan 

dan penyajian Data Kependudukan berskala nasional: Pasal 6 Huruf d : 

pengelolaail dan penyajian Data Kependudukail berskala provinsi, 

Pasal 7 Huruf g: pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan 
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berskala kabupaten/kota, Pasal l 0 l huruf a: dan b, Pasal 63 ayat 6, 

Pasal 64 ayat J pasall3, Pasal 82 dan Pasal SJ). 

7. Perpres 26 Tahun 2009 (Pasal 2 ayat 2) Strandar dan spesifikasi 

perangkat keras dan perangkat lunak dan blangko e-KTP di atur 

dengan peraturan Mentri (jo Permendagri No.38 Tahun 2009). (Pasal 6 

ayat 1: Blangko KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (1) memuat kode keamanan dan rekaman elektronik 

sebagai alat verifikasi jati diri dalam pelayanan publik), (Pasal 10 

Penerapan e-KTP paling lam bat akhir tahun 2011. 

8. Perpres No.35/20l0 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 

26 Tahun 2009 Tentang penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis 

nofl10r, Induk kependudukan secara nasionak Penerapan e-KTP· paling­

lambat akhir Tahun 2012. 

b. Penerapait e-KTP 

e-KTP atau KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang 

inemuat sistem keamanan I pengendalian baik dari sisi admmistrasi 

ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database 

kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan ineffiiliki 1 

(satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NlK 

merupakan identitas tufiggal setiap peilduduk dan berlak-tt seumur 

hidup. 

Proses Penerapan e-KTP, yaitu sebagai berikut: 
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Inventarisasi Kabupaten/Kota yang sudah siap dan memnuhi 

persyaratan untuk penerapan e-KTP: 

Nomenklatur Instansi Pelaksana yang menangani Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil yang wajib disesuaikan menjadi Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

Mempunyai peraturan Daerah tentang A.dministrasi 

Kependudukan yang mengacu pada regulasi nasional di bidang 

administrasi kependudukan. 

Melaksanakan system lnformasi Administrasi Kependudukan 

(SIAK) dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan 

sipil 

Sudah memi1iki database kependudukan yang mutakhif- dan 

dapat dipertanggungjawabkan. 

Mempersiapkan dan menyediakan tenaga teknis pehlyanan 

penerbitan e-KTP. 

Sanggup menyediakan Genset ditempat pelayanan e-KTP bagi 

Kecamatan yang belum memiliki Listrik, yang dituangkan 

dengan surat pemyataan Bupati!W alikota yang befsaflgkutan. 

Siap dan bertanggung jawab untuk melaksanakan mobilisasi 

pefidudllk- wajib KTP dan pelayanan penerbitan e-KTP; baik 

pada saat pendampingan maupun setelah selesainya masa 

pendampingan dari Tim Pusat dan Pfopmsi deftgan segala 

konsekuesinya, yang dituangkan dalam surat pemyataan 

BuPati/Walikota. 
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Sosialisasi dan koordinasi 

Bimtek dan Damtek, sesuai dengan jadwal 

Pengadaan perangkat pendukung operasional di data center 

kependudukan dan daerah. 

Penyedian jasa jaringan komunikasi data di Kecamatan, 

Kab/Kota, Pusat dan Propinsi untuk sinkronisasi database 

kependudukan Kabupaten!Kota dengan pusat (Online). 

Pelayanan penerbitan e-KTP di Kecamatan yang didukung oleh 

Mobilsasi Penduduk wajib KTP, dengan tahapan: 

Tahap Awal, akan dilakukan pendampingan oleh Tim Pusat yang 

terdiri dari Adminduk, BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan 

TeknOIOgi}, ITB (lnstitut Telrnologi Bandung), LSN, Polri dan 

APTIKOM (Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika 

Dan 
.. K ..... 

omputer~ 

Setelah pendampingan selesai, tenaga teknis daerah melanjutkan 

pelayanan penerbitan secara mandiri dibawah koordinasi Kepala Dinas 

Kependuduk:an dan Capil Kab/Kota dan Bupati!W alikota selaku 

pefianggung jawab. 

c. Kewajiban dan Tangguog Jawab Pemerintah Kabupaten/Kota : 

- Menyediakftfl APBD ufituk pelak-s-anaan e-KTP-. Wala1if>un sekamng 

pelaksanaan e-KTP di Kabupaten Nunukan masih menggunakan dana 

APBN dan dicanangkan pada Tahun 2014 akan menggunaka:n APBD 

untuk pelaksanaan e-KTP selanjutnya. 

- Kabuf>aten/Kota yang terdiri dari pelaksanaan: 
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- Pembentukan Pokja untuk Kabupaten!Kota dan Kecamatan 

- Sosialisasi 

- Mobilisasi penduduk ke tempat pelayanan e-KTP 

- Koordinasi dan Konsultasi ke Provinsi dan Pusat 

- lnsentif petugas di setiap tempat pelayanan 

Untuk wilayah Kecamatan : 

- Menyediakan perangkat e-KTP tambahan ( untuk Kecamatan yang 

jumlah penduduknya > 3Q.OOO \VK) dengan hitungan tambahan 1 set 

perangkat setiap tambahan penduduk sebanyak < 15.000 WK. 

Untuk di daerah Kecamatan Nunukan Selatan terdiri dari 2 set alat 

perekaman e-KTP. 

Pelayanan penerapan e-KTP· 

- Koordinasi dan konsultasi ke Kabupaten!Kota 

- Penyediaan operat{)r dan operasional ditempat pelayanan 

- Penyediaan catu daya listrik 

- Penyedian genset bagi daerah yang ti<iak ada listrik 

Pelaporan 

- Sosialisasi di tingkat desalkelurahan 

- Penyediaan perangkat (hila pelayanan e-KTP ada di desa/kelurahan) 

- Menaildatangani dan ffienyainpaikan surat pemanggilan kepada 

penduduk wajib KTP untuk melakukan perekaman data di tempat 

petayarum e-KTP 

d. Persiapan yang perlu dilakukan oleh Kecamatan, yaitu: 

Ruling pelayanan dilengkapi AC 
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Ruang/gudang penyimpanan e-KTP 
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Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, ditemukan ada beberapa 

hal yang belum dipersiapkan oleh Kantor Kecamatan Nunukan Selatan, 

yaitu Ruang pelayanan yang dilengkapi AC, Ruanglgudang penyimpan e­

KTP serta Penyedian genset j ika sewak.tu-wak.tu mati lampu karena hal 

tersebut dapat menghambat pelayanan perekaman data e-KTP. 

Dari hal-hal tersebut yang belum dipersiapkan oleh Kantor 

Kecamatan Nunukan Selatan merupakan bagian terpenting. Karena 

dengan ruangan pelayanan yang- dilengkapi fasHitas AC maka masyarakat 

dan operator pemberi pelayanan akan sama-sama merasakan nyaman pada 

saat proses pelayanan berlangsung, dan akan memberikan poin lebih dari 

masyarakat untuk pelayanan yang ada dikantor Kecamatan Nunukan 

Selatan. Dengan adanya Ruang· Arsip maka, e-KTP yang- belum terambil 

akan disimpan dengan sebaik-baiknya dan lebih aman. Dari hasil 

pemantauan Ruang- Arsip khusus untuk e-KTP belum ada, selama ini 

penyimpanan berkas dan e-KTP yang belum diambil hanya disimpan di 

lemari dan meja yang rauangan menyatu dengan ruang operator· dan 

pelayanan. 

Pelak"Sanaan e-KTP tidak mengalami kemajuan yang beraru, dan 

masih banyak yang hams dievaluasi. Hal-hal yang masih menjadi masalah 

adalah: 
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1. Kesiapan penyelenggara pembuatan e-KTP dalam hal ini adalah 

Kecamatan dinilai masih kurang terutama masalah peralatan untuk 

menunjang pelaksanaan pembuatan e-KTP seperti penyediaan Ganset 

dan Tripod. Ganset memiliki peran penting dalam pembuatan e-KTP 

terutama pada saat listrik padam yang tidak pemah diketahui kapan 

pemadamannya. Pemadaman ini tentu saja menghambat pelaksanaan 

pembuatan e-KTP jika tidak ada ganset untuk memback-up karena 

data-datanya bisa hilang dan harus mengulang kembali. Permasalahan 

lain muncul ketika pengambilan gambar iris mata. Karena dipegang 

langsung oleh pembuat e-KTP maka posisinya sering goyang 

sehingga cukup sulit untuk diambil gambamya dan harus dilakukan 

berulang-ulang-jelas masalah ini menghambat kelancaran. Jika ada 

Tripod maka pembuat e-KTP tidak perlu repot memegang dan 

hasilnya juga tidak akan bergoyang-goyang-. 

2. Secara sosialisasi sudah dianggap menyentuh lapisan masyarakat 

sehingga evaluasi bukan pada point sosialisasi namun pada tingkat 

partisipasi masyarakat. Permasalahan tidak terpenuhinya dikarenakan 

jam yang dialokasikan masyarakat banyak yang- tldak mendukung­

bagi warga masyarakat yang memiliki jam kerja kantor sama dengan 

jam kerja kecamatan atau bagi mereka yang tinggal di Nunukan 

namun bekerjanya di luar kabupaten Nunukan, jelas ini sulit 

dilakukan dan harus- dilakuk:an langk-ah untuk- mengantisipasi melalui 

penggeseran jam undangan, penambahan jam atau alokasi waku 

khUSttS. 
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3. Dibalik semua itu, masalah dana untuk memenuhi poin-poin yang 

belum tersedia di Kantor Kecamatan Nunukan Selatan. Oleh sebab 

itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan hams memikirkan dan 

menggangarakan hal-hal yang menjadi kekurangan untuk memenuhi 

standard pelayanan e-KTP pada APBD Kabupaten Nunukan 

b. Jenis Manfaat yang dihasilkan. 

Penerapan KTP berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) telah 

sesuai dengan pasal 6 Perpres No.26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP 

berbasis Nomor lnduk Kependudukan Secara Nasional Jo Perpres No. 35 

Tahun 2010 tentang perubahan atas Perpres No. 26 Tahun 2009 yang 

berbutlyi :-

1. KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman 

elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri 

penduduk; 

2. Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat- (1) berisi 

biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk 

yang- bersangkutan; 

3. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam 

database kependudukan;-

4. Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat pengajuan 

permohonan KTP berbasis NIK, dengan ketentuan : Untuk WNI, 
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dilakukan di Kecamatan; dan Untuk orang asing yang memiliki 

izin tinggal tetap dilakukan di Instansi Pelaksana *). 

5. Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP 

berbasis NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi sidik jari 

telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk yang 

bersangkutan; 

6. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

7. Ketentuan lebih Ian jut mengenai tata cara perekaman sidik jari 

diatur oleh Peraturan Menteri 

Selain itu, secara umum Dampak manfaat penggunaan NIK secara 

Nasional dan Penerapan e-KTP sangat berdampak dalam banyak hal 

seperti: 

a) Keamanan Negara 

Meningkatkan keamanan negara, antara lain melalui pencegahan 

terorisme (mempersempit ruang gerak teroris), TKI ilegal 

(umumnya mengunakan KTP palsu, sehingga menyulitkan 

perlindungan dan jaminan keamanan di luar negeri), trafficking 

(perdagangan orang melalui manipulasi identitas dan pemalsuan 

dokumen/ KTP), dan lain-lain; 

b) Demokrasi (Pemilu dan Pilkada) 

Mendukung suksesnya Pemilu 2014 dan Pemilukada selanjutnya, 

dengan penyerahan DAK2 dan DP4 yang akurat kepada KPU 
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3. Dibalik semua itu, masalah dana untuk memenuhi poin-poin yang 

belum tersedia di Kantor Kecamatan Nunukan Selatan. Oleh sebab 

itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan harus memikirkan dan 

menggangarakan hal-hal yang menjadi kekurangan untuk memenuhi 

standard pelayanan e-K'fP pada APBD Kabupaten Nunukan 

b. Jenis Manfaat yang dihasilkan. 

Penerapan KTP berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) telah 

sesuai dengan pasal6 Perpres No.26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP 

berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional Jo Perpres No. 35 

Tahun 2010 tentang perubahan atas Perpres No. 26 Tahun 2009 yang 

berbunyi: 

1. KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman 

elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri 

penduduk; 

2. Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi 

biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk 

yang bersangkutan; 

3. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam 

database kependudukan; 

4. Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat pengajuan 

permohonan KTP berbasis NIK, dengan ketentuan : Untuk WNI, 
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sebagai bahan penyusunan DPS dan OPT sehingga hak 

konstitusional penduduk dapat terakomodasi secara maksimal. 

Sebagai contoh dapat dikemukakan, misalkan DP4 suatu 

Kabupaten sebesar 110.000, sedangkan perekaman e-KTP 

mencapai 105.000 Wajib KTP, maka untuk penyusunan DPS, KPU 

hanya memutakhirkan data sisa yang belum melakukan perekamart 

sebesar 5.000. Dengan demikian tugas KPU menjadi lebih ringan, 

bahkan pada saatnya nanti pemutakhiran data oleh KPU tidak 

diperlukan lagi, karena wajib KTP di satu Kabupaten sudah 

melaksanakan perekaman e-KTP secara keseluruhan; 

c) Citra!Eksistensi Negara 

d) Status Kependudukan Seseorang karena e·KTP Sebagai identitas 

jati diri suatu warga Negara. 

e) Mencegah Terorisme Intemasional!Domestik dan meningkatkan 

keamanan Negara. 

f) Mencegah Pekerja Ilegal!Imigran 

g) Penyalahgunaan Dokumen Penduduk 

e-KTP yang tidak bisa dipalsukan, akan menertibkan dokumen 

yang diterbitkan oleh instansilkelembagaan lain, karena e-KTP 

menjadi dasar bagi penerbitan dokumen lainnya; 

h) Perencanaan Pembangunan Nasional yang tepat 

Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP; Terciptanya 

keakuratan data penduduk untuk mendukung program 

pembangunan. 
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i) Akses Pelayanan Publik (Pajak, Perbankan, Bisnis, Kepolisian dll) 

e-KTP berlaku Nasional, sebingga tidak perlu lagi membuat KTP 

lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan 

sebagainya. 

j) Data Statistik Kependudukan yang akurat 

Meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi pemerintabart 

dan pelayanan publik bagi penduduk dalam skala nasional; 

k) Kemudaban berpergian tanpa ada rasa khawatir karena e-KTP 

merupakan alat pengenal diri yang sah di mata bukum 

Untuk mencari tabu manfaat yang sebenamya dirasakan oleb 

masyarakat, rnaka penulis rnelakukan wawancara kepada beberapa 

orang yang dianggap penulis merupakan sumber informasi. 

Berdasarkan basil wawancara penulis kepada Tokoh Masyarakat 

Keluraban Tanjung Harapan beliau mengatakan bahwa: 

Manfaat yang saya rasak.an dengan adanya Program e-KTP adalah 
segala bentuk urusan dapat lancar dan memudahkan saya. Serta 
Mempermudab dalam kepengurusan administrasi lainnya karena e­
KTP dapat dipergunakan dimarta saja. 

Dan menurut Kasi Pemerintaban Kecamatan Nunukan Selatan, 

beliau mengatakan babwa: 

Manfaat langsung yang dirasakan oleb Masyarakat yaitu 
Penduduk punya satu NIK (Nomor Induk Kependudukan) atau 
tidak double. Sebingga dapat meminirnalisir warga Asing dan 
Terorisme yang masuk ke Indonesia, karena mengingat wilayah 
Indonesia yang sangat mudah dirnasuki oleh warga Asing dari 
Luar Negeri. Serta dapat memudahkan dalam Administrasi 
Kependudukan. 
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Pendapat senada juga disampaikan oleh Camat Nunukan Selatan dalam 

pendapatnya tentang manfaat dengan adanya e-KTP tersebut dalam 

wawancara dengan penulis mengemukakan bahwa: 

Untuk manfaat dari e-KTP itu sendiri bias dilihat dari stst 
Pemerintahannya yaitu Terciptanya Database Kependudukan yang 
valid dan memperkecil identitas ganda. Dan manfaat lainnya 
dilihat dari sisi Umum Pelayanan lebih mudah karena dipermudah 
system yang digunakan adalah Teknologi dan bukan Manual yang 
dapat memperlambat pelayanan. 

Berdasarkan Hasil temuan dilapangan menunjukan bahwa manfaat 

dari penerapan e-KTP belumlah berjalan dengan baik, ada beberapa 

manfaat yang belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat khusunya 

dalam hal Akses Pelayanan Publik (Pajak, Perbankan, Bisnis, Kepolisian 

dan lain-lain) hingga sekarang mulai dari terbitnya e-KTP belum ada 

satupun Akses Pelayanan Publik yang menggunakan e-KTP sebagai basis 

yang mempermudah dalam pelayanan. Karena pada kenyataannya masih 

saja fotokopi KTP yang selalu dipergunakan dan menjadi syarat untuk 

kepengurusan sesuatu yang berhubungan dengan identitas diri. Seharusnya 

dengan adanya e-KTP semuanya itu tidak diperlukan lagi, dan diharapkan 

dapat mempermudah dengan harapan pelayanan dapat beijalan dengan 

baik, efisien dan efektif. 

Dengan adanya harapan tersebut, maka terbitlah Surat Edaran 

Mentri Dalam Negeri Nomor 471.13/1862/SJ bahwa kepada semua 

Menteri, Kepala Lembaga lainnya, Kepala Kepolisian RI, Gubernur Bank 

Indonesia/Para Pimpinan Bank, Para Gubernur, Para Bupati!Walikota 

untuk: 
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I. Memfasilitasi semua unit kerja!badan usaha atau nama lain di 

jajaran masing-masing yang memberikan pelayanan kepada 

masyarakat, dapat menyediakan card reader dalam waktu yang 

singkat. Semua unit kerja!badan usaha atau nama lain yang 

memberikan pelayanan kepada masyarakat, sudah memiliki card 

reader paling lambat akhir tahun 2013, dengan alas an KTP nort 

elektronik tehitung sejak Januari 2014 tidak berlaku Iagi. 

2. E-KTP tidak diperkenankan di fotocopy, di stapler dan perlakuan 

Iainnya yang merusak fisik e-KTP, sebagai penggantinya dicatat: 

"Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan ''Nama Lengkap" 

3. Apabila masih terdapat unit kerja/Badan Usaha atau nama lain 

yang memberikan pelayanan kepada masyarakat masih 

memfotocopy, menstapler dan perlakuan lainnya yang merusak 

fisik e·KTP akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku karena sangat merugiikan 

masyarakat, khususnya pemilik e-KTP. 

Dengan adanya e-KTP ini sebenarnya Pemerintah berharap dapat 

memaksimalkan akurasi data kependudukan untuk mendukung Pemilu 

2014 dan Pemilukada berikutnya. sehingga pemerintah akan mampu untuk 

menghemat anggaran pemilu karena tidak harus lagi melakukan pendataan 

pemilih. Pemerintah pun berupaya dengan telah diterapkannya e-KTP 

secara maksimal maka akan mampu untuk meningkatkan efektivitas 

pelayanan publik dan perencanaan pembangunan. Selain itu, e-KTP juga 

diharapkan dapat meningkatkan keamanan negara. 
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Khusus berkenaan dengan keamanan Negara Pemerintah juga 

sebaiknya beketjasama dengan Kepolisian RI agar data e-KTP dapat 

diakses untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan. Selain beketjasama 

dengan Polri, Pemerintah juga berkoordinasi dengan pihak-pihak lain 

dalam upaya peningkatan pelayanan publik, yaitu berkoordinasi dengan 

Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 

Komisi Pemberantasan Korupsi dan Imigrasi RI dalam pemanfaatan data 

e-KTP. 

Sehingga untuk kedepannya, untuk rencana jangka panjangnya, 

kelak, database kependudukan Indonesia akan menjadi satu-satunya data 

resmi kependudukan Indonesia yang berisi lengkap mengenai seluruh 

identitas penduduk Indonesia ( sidik jari, retina mata, tanda tangan, dsb ). 

Jadi ketika nantinya penduduk Indonesia akan membuat Surat Izin 

Mengemudi, Pasport dan identitas diri lainnya maka penduduk Indonesia 

tidak akan lagi melakukan pendataan identitas diri itu, tapi identitas itu 

akan langsung menggunakan data yang telah terdapat dalam database 

kependudukan Indonesia yang dimiliki oleh Kemendagri RI. 

Hal itu pun akan meminimalisir penyelewengan terhadap 

penggunaan identitas penduduk Indonesia karena setiap instansi tidak lagi 

memiliki data diri penduduk Indonesia, tapi hanya akan ada satu instansi 

sehingga Jadi, diharapkan agar setiap pihak yang terkait dan terlibat dalam 

e-KTP agar tetap mendukung dan bersikap optimis dengan program e­

KTP yang sedang dijalankan oleh pemerintah karena sungguh tujuan dan 

harapan yang nantinya akan dicapai atau berusaha untuk diwujudkan oleh 
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e-KTP itu sangat besar dan sangat bermanfaat bagi efektifitas pelayanan 

publik yang ada di Indonesia. 

Dapat dilihat bahwa kebijakan yang dibuat sangat diharapkan dapat 

mempermudah warga dalam pembuatane-KTP. Kebijakan tersebut juga 

harus didukung dengan pelayanan yang optimal dan perilaku pegawai 

yang ramah agar masyarakat merasakan puas dan nyaman dengan 

pelayanan yang diberikan. 

Kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya membahas manfaat 

yang dihasilkan dari pelaksanaan program e-KTP di Kecamatan Nunukan 

Selatan, yaitu: 

1. Terwujudnya tertib Administrasi Kependudukan; 

2. Dapat menutup peluang adanya KTP ganda dan palsu, sehingga 

mernberikan rasa aman dan kepastian hokum bagi masyarakat; 

3. Untuk mendukung database kependudukan yang akurat; 

4. Dapat meningkatkan keamanan Negara. Baik keamanan dari 

dalam maupun dari luar. 

c Derajat perubahan yang diinginkan 

Masyarakat merupakan objek utama dalam pelaksanaan program e­

KTP ini, dan program ini memang cukup baik karena akan banyak 

manfaatnya bagi masyarakat dan pemerintah. Sehingga sangat 

diharapankan program ini bisa terealisasi. Hal tersebut merupakan salah 

satu tantangan yang harus dhadapi oleh pemerintah mengingat masyarakat 

adalah objek utamanya. seharusnya pemerintah harus jeli dan butuh 
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pemikiran inovatif dalam menciptakan solusi untuk menyelesaikan 

permasalahan ini. 

Berdasarkan basil dilapangan, penulis melakukan wawancara 

dengan Kasi Pemerintahan mengenai hal-hal apa saja yang sudah 

dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar lebih 

antusias terhadap perekaman data e-KTP: 

Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mencapai target yaitu 
dilakukannya penyisiran warga yang dilakukan untuk warga yang 
belum melakukan perekaman data e-KTP, hal selanjutnya yang 
dilakukan adalah pelayanan secara mobile kepada warga untuk 
melakukan perekaman data e~KTP di tiap-tiap Kelurahan, selain 
itu dilakukan juga sosialisasi melalui pengumuman maupun 
sosialisasi langsung, di lokasi strategis dan langsung melalui 
kelurahan. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang belum 
melakukan perekaman data dapat berpartisipasi langsung sehingga 
perubahan dan target dapat tercapai melalui kegiatan-kegiatan 
yang dilakukan. 

Tabel4.9 
Daftar e-KTP yang telah didistribusikan di Kecamatan Nunukan Selatan 

tahun 2012 
No. Uraian Jumlah e-KTP Keteran_gan 

l TAHAPI 999 ~irlg. Diterima dari DISDUK.CAPIL Kab. Nunuk:an 
2 TAHAP II 3998 keping Diterima dari DISDUK.CAPIL Kab. Nunuk:an 
3 TAHAPill · 221 keping Diterima langsung dari KONSORSIUM PNRI 
4 TAHAPIV 278 keping Diterima langsung dari KONSORSIUM PNRI 
5 TAHAPV 991 keping Diterima dari DISDUK.CAPIL Kab. Nunukan 

Total 6.487 Keping 
Sumber: Data Kecamatan Nunukan Se/atan Tahun 2013 

Dari data di atas dapat dilihat bahwa e-KTP yang telah 

didistribusikan di Kecamatan Nunukan Selatan tahun 2012 pada Tahap I 

berjumlah 999 keping, Tahap II berjumlah 3998 keping, Tahap lli 

berjumlah 221 keping, Tahap IV 278 keping, dan Tahap V berjumlah 991 
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keping. Jadi total keseluruhan e-KTP yang telah didistribusikan di 

Kecamatan Nunukan Selatan pada tahun 2012 adalah 6.487 keping. 

Tabel4.10 
Daftar Rekapitu1asi e-KTP yang telah Terbit s/d 31 Desember 2012 

Kecamatan Nunukan Selatan 

Uraian Jumiah e-KTP Keterangan 
Ket: e-KTP yang belum diambil 

~umlah e-KTP keseluruhan 6487 Kel. Selisun :757 keping 
Tahap i s/d V) Kel. Nunukan Selatan :837 keping 

Kel. Tanjung Harapan : 325 keping 
umlah sisa e-KTP yang 2161 Kel. Mansapa :242 ke~ing 

belum diambil (terdistribusi) Jumlah : 2.161 keping 

umlah e-KTP yang rusak s/d 51 
31 Desember 2012 

Jumlah e-KTP yang sudah 4275 
di distribusi : 

Presentase Distribusi : 60.42% 

Sumber: Data Kecamatan Nunukan Selatan Tahun 2013 

Dari data diatas diperoleh data bahwajumlah e-KTP keseluruhan (Tahap 

I s/d V) sebanyak 6487, jumlah sisa e-KTP yang belum diambi1 (terdistribusi) 

sebanyak 2161 yang terdiri dari Kelurahan Selisun yang belum diambil 

sebanyak 757 keping, Kelurahan Nunukan Selatan yang belum diambil 

sebanyak 837 keping, Kelurahan Tanjung Harapan yang belum diambil 

sebanyak 325 keping, dan Kelurahan Mansapa yang belum diambil sebanyak 

242 keping, jumlah e-KTP yang rusak sld 31 Desember 2012 sebanyak 51, 

Jumlah e-KiP yang sudah di distribusi sebanyak 4275 dan presentase distribusi 

betjumlah 60,42%. 
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Tabel4.11 
Rekapitulasi Akhir Perekaman e-KTP di wilayah Kecamatan Nunukan 

Selatan per 31 Desember 2012 

Wajibe-KTP Yang sudah melakukan Jumlah Sisa yang belum melakukan 

(Jiwa) perekaman (jiwa) (%) perekaman (jiwa) 

12.126 6896 56.87 5230 

- - -, 
Sumber: Kantor Kecamatan Jvunukan Se/atan fa hun 201 J 

Dari data di atas menunjukan bahwa jumlah wajib e-KTP diwilayah 

Kecamatan Nunukan Selatan adalah 12.126 jiwa, yang sudah melakukart 

perekaman berjumlah 6896 jiwa atau 56,87% dan sisa yang belum melakukan 

perekaman e-KTP berjumlah 5230 jiwa. 

Dari hasil diatas pula, menurut Kasi Pemerintahan Kecamatan Nunukan 

Selatan target perekaman e-KTP di Kecamatan Nunukan Selatan mencapai 

target pada bulan Desember 2012 karena pencapaian melewati setengah dari 

jumlah wajib e-KTP di wilayah Kecamatan Nunukan Selatan dan peningkatan 

jumlah akan terus terjadi baik dari jumlah wajib e-KTP dan jumlah dari yang 

sudah melakukan perekaman data. 

Selanjutnya Wawancara yang dilakukan dengan Kasi Pemerintahan 

Kecamatan Nunukan Selatan berpendapat bahwa: 

Perubahan yang diharapkan dengan adanya Program e-KTP yaitu 
agar Administrasi Kependudukan dan pelaksanaan Mobilisasi 
menjadi lebih teratur. Dan perubahan utama yang diharapkan yaitu 
target yang ingin dicapai Kecamatan Nunukan Selatan, dari hasil 
perekaman e-KTP di daerah Kecamatan Nunukan Selatan sudah 
mencapai Target. Hal ini akan terus meningkat dengan adanya 
partisipasi masyarakat itu sendiri yang menginginkan perubahan 
baik dalam pelayanan kependudukan maupun pelayanan publik. 
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Pendapat yang mendukung dengan hal tersebut yaitu menurut Camat 

Nunukan Selatan, melalui wawancara yang dilakukan 

Oari segi administrasi kependudukan, dengan adanya e-KTP 
diharapkan perubahan dalam hal pembuatan Paspor, Bank dalam 
data-data Nasabah menjadi lebih mudah, serta Kepolisian dalam 
mencari data warga yang bermasalah dan sebagainya maka selutuh 
proses Akses pelayanan public khususnya akan semakin mudah. 
Walaupun perekaman e-KTP sudah mencapai target namun saya 
terns mengharapkan agar dapat lebih meningkat lagi partisipasi 
masyarakat dalam perekaman data e-KTP. 

Pemerintah Kabupaten Nunukan khususnya di wilayah Kecamatan 

Nunukan Selatan terns berusaha agar pelaksanaan Program e-KTP dapat 

berjalan dengan lancar sehingga seluruh masyarakat dapat berperan serta 

dan mengambil bagian didalamnya karena Pemerintah daerah Kabupaten 

Nunukan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yaitu apabila ada 

Kabupaten!Kota yang tidak bisa menyelesaikan perekaman e-KTPnya 

pada tahun 2013 bagi semua wajib KTP, juga akan berakibat fatal 

terhadap masyarakat maupun terhadap pemerintah daerah, antara lain : 

a. Yang bersangkutan (yang bel urn melakukan perekaman) pada awal 

tahun 2014 tidak memiliki identitas (KTP lama tidak berlaku lagi, e-

KTP belum bisa didapatkannya karena belum melakukan perekaman) 

sehingga yang bersangkutan tidak bisa mendapatkan pelayanan dari 

pemerintah maupun Swasta. 

b. Database kependudukannya belum bisa dijamin akurasinya. 

c. Dalam Pemilukada tidak dimungkinkan e-KTP dijadikan persyaratan 

untuk bisa menggunakan hak pilihnya, sehingga tetap memerlukan 

surat undangan, kartu pemilih, tinta, dan lain-lain. Sehingga dalam 
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Pemiiukada tetap saja terjadi pemborosan dan permasalahan OPT 

tetap saja tidak terhindarkan. 

d. Efektifitas pelayanan publik belum dapat diwujudkan terutama bagi 

penduduk yang belum melakukan perekaman dan belum memiliki e­

KTP. 

d. Letak Pengambilan keputusan 

Dalam menghadapi perkembangan dan perubahan yang terjadi 

dalam masyarakat karena kondisi masyarakat tiap daerah berbeda-beda 

maka diperlukan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Proses 

pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dilakukan agar Program e-KTP 

yang sudah dirancang dapat berjalan terus dengan lancar 

Pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh seorang atasan di 

lnstansi. Kegiatan pembuatan keputusan meliputi pengindentifikasian 

masalah, pencarian altematif penyelesaian masalah, evaluasi dari pada 

altematif-altematif tersebut, dan pemilihan altematif keputusan yang 

terbaik. Dengan meningkatnya kemampuan pimpinan dalam pembuatan dan 

pengambilan keputusan maka diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

keputusan yang dibuatnya, sehingga akan meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas program e-KTP untuk pencapaian target masyarakat dapat 

melakukan perekam e-KTP khususnya di daerah Kecamatan Nunukan 

Selatan. 

Keputusan-keputusan yang dibuat dalam proses perencanaan ditujukan 

kepada pemilihan alternative program dan prioritasnya. Dalam pembuatan 
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keputusan tersebut mencakup kegiatan identiftkasi masalah, perumusan 

masalah, dan pemilihan altematif keputusan berdasarkan perhitungan dan 

berbagai dampak yang mungkin timbul. Menteri dalam Negeri, Kadis 

Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dan Camat Nunukan Selatan harus 

membuat banyak keputusan rutin dalam rangka mengendalikan Program e­

KTP sesuai dengan rencana dan kondisi yang berlaku. Sedangkan dalam 

tahap pengawasan yang mencakup pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian 

terhadap basil pelaksanaan dilakukan untuk mengevalusai pelaksanaan dari 

pembuatan keputusan yang telah dilakukan. 

Hakikatnya kegiatan Program e-KTP adalah pembuatan keputusan. 

Kegiatan yang dilakukan tersebut mencakup seluruh proses pengambilan 

keputusan dari mulai identiflkasi masalah sampai dengan evaluasi dari 

pengambilan keputusan yang melibatkan seluruh elemen-elemen dalam 

administrasi sebagai suatu sistem organisasi. Artinya dalam membuat suatu 

keputusan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ditimbulkan dari 

adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam organisasi dibutuhkan 

informasi yang cukup baik dari internal maupun ekstemal organisasi guna 

mengambil keputusan yang tepat dan cepat. 

Pada akhimya, kegiatan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat 

merupakan bagian dari kegiatan administrasi dimaksudkan agar 

permasalahan yang akan menghambat roda organisasi dapat segera 

terpecahkan dan terselesaikan sehingga suatu organisasi dapat berjalan 

secara efisien dan efektif dalam rangka mencapai suatu tujuan organisasi. 
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Ada yang menjadi beberapa alasan dengan diambilnya beberapa 

keputusan oleh Camat Nunukan Selatan selaku pelaksana program e-KTP 

yang disampaikan melalui wawancara kepada peneliti: 

Beberapa alasan warga di daerah wilayah kami yang menjadi 
pertimbangan kami untuk mengambil keputusan demi memperlancat 
pelaksanaan program e-KTP, yaitu: 
Ada Warga yang dapat Panggilan perekaman e-KTP, tapi tidak bisa hadir 
karena berada di luar kota. Ada juga Warga dapat Panggilan, tapi tidak 
bisa hadir pada hari H. Apabila tidak bisa hadir karena pekerjaan yang 
tidak bisa ditinggalkan, bisa hadir pada hari sabtu dan minggu. Karena ada 
beberapa operator kami yang ditugaskan pada hari libur tersebut. Hal 
tersebut saya lakukan, agar menghindari antri yang panjang dan 
masyarakat yang sibuk pada jam kerja Ada yang Tidak dapat Panggilan, 
tapi sudah berdomisili dan ber-KTP Nunukan, untuk hal tersebut Bagi 
yang belum mendapat panggilan, silakan mendaftar di kelurahan, untuk 
diusulkan ke Kecamatan. Begitu juga bagi yang sudah mendapat 
Panggilan, tapi waktu dilaksanakan perekaman data, tidak bisa karena data 
basenya belum ada, nanti akan kami konfrrmasi data ke Disduk Capil 
Kabupaten Nunukan. Ada Warga tidak punya informasijadwal panggilan. 
Masing-masing Kelurahan sudah kami beri estimasi jadwal panggilan E­
KTP, agar menghadirkan warganya ke kantor kecamatan sesuai jadwal 
untuk jadwal, dapat cek pada kelurahan masing-masing wilayah tempat 
tinggalnya karena dari Kantor Kecamatan sudah mengirimkan jadwal 
sesuai dengan Kelurahan dan RT tempat tinggal. 

Dibawah ini merupakan beberapa keputusan yang dibuat dalam rangka 

peningkatan dan percepatan masyarakat untuk dapat merekam data 

kependudukan dalam program e-KTP ini. 

1. Surat Bupati Nunukan Nomor 471.13/40/DKPS/ll/2013 tanggal 04 

Februari 2013 Perihal Dispensasi Penyerahan e-KTP secara massal tanpa 

memerlukan Verifikasi Sidik Jari. 

Dengan tujuan untuk mempercepat dan memperlancar penyerahan e-KTP 

tanpa memerlukan verifikasi sidik jari terlebih dahulu, tetapi wajib 

menyerahkan KTP lama (KTP non Elektronik.) dan mengaktifikasikan e-
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KTP di Kantor Kecamatan terdekat. Dispensasi penyerahan e-KTP secara 

missal ini, berlaku sampai dengan tanggal 31 Oktober 20 13. 

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 471.13/5.184/SJ Perihal 

Pelaksanaan Perekaman e-KTP secara Regular. Dispensasi pelayanan 

penerbitan e-KTP tanpa mensyaratkan Surat Keterangan Pindah 

sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 

471.13/5266/SJ tanggal 30 Desember 2011, diperpanjang masa 

pemberlakuannya sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013. Sejak diterima 

surat edaran ini, diminta kepada para Bupati/Walikota untuk 

memerintahkan kepada para Camat, agar bagi penduduk wajib KTP yang 

telah melakukan perekaman e-KTP diberikan Surat Keterangan yang 

ditandatangani oleh Camat, sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah 

melakukan perekaman e-KTP. Hal ini sebagai dasar bagi lembaga 

pelayanan public untuk tetap mengakui bahwa bagi penduduk yang telah 

melakukan perekaman e-KTP tetapi belum mendapatkan fisik e-KTP, 

maka KTP Non Elektronik (KTP lama) tetap berlaku sampai dengan yang 

bersangkutan menerima e-KTP. 

3. Surat Camat Nomor 471.13/296/CNS-II/VI/2013 Perihal Pennohonan 

Fasilitas Tempat Pelayanan Perekaman e-KTP. Dalam rangka optimalisasi 

pelayanan perekaman e-KTP di Kecamatan Nunukan Selatan secara 

mobile di berbagai titik layanan di Kecamatan Nunukan Selatan 

Yaitu di Kantor Lurah Selisun pada hari Senin-Rabu tanggal 1-3 Juli 2013 

dan Kantor Lurah Tanjung Harapan hari Senin-Selasa tanggal 7-8 Juli 

2013. 
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4. Surat Camat Nomor 471.13/296/CNS-IINI/2013 Perihal Permohonan 

Fasilitas Tempat Pelayanan Perekaman e-KTP. Dalam rangka optimalisasi 

pelayanan perekaman e-KTP di Kecamatan Nunukan Selatan secara 

mobile di berbagai titik layanan di Kecamatan Nunukan Selatan, salah 

satunya bertempat di Kantor Bupati Nunukan dan dilaksanakan pada hari 

Kamis s/d Jumat tanggal4-5 Juli 2013. 

5. Surat Camat Nomor 471.13/297/CNS-IINI/2013 Perihal Permohonan 

Fasilitas Tempat Pelayanan Perekaman e-KTP. Dalam rangka optimalisasi 

pelayanan perekaman e-KTP di Kecamatan Nunukan Selatan secara 

mobile di berbagai titik layanan di Kecamatan Nunukan Selatan terhadap 

pelajar yang telah ber-NIK dan memasuki usia wajib e-KTP di SMAN 1 

Nunukan Selatan. 

e. Pelaksana Program 

Menurut Edward III (1980) dan Emerson, Grindle, serta Mize 

menjelaskan bahwa terdapat empat variable kritis dalam implementasi 

kebijakan public atau program diantaranya salah satunya yaitu, sikap dan 

komitment dari pelaksana program atau kebijakan birokrat (disposition). 

Sikap dan komitment dari pelaksana program (disposition): berhubungan 

dengan kesediaan dari para implementor untuk menyelesaikan kebijakan 

publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi tanpa kesediaan dan 

komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi menjaga konsistensi 

tujuan antara apa yang ditetapkan pengambil kebijakan dan pelaksana 

kebijakan. Kunci keberhasilan program atau implementasi kebijakan 
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adalah sikap pekerja terhadap penerimaan dan dukungan atas kebijakan 

atau dukungan yang telah ditetapkan. 

Dalam hal ini, pelaksana Program e-KTP yang mempunyai tingkat 

paling tinggi adalah Kementrian Dalam Negeri. Dibantu 

Gubernur/Walikota!Bupati, Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan 

Kecamatan 

Yang mempunyai Tugas dan Fungsi (Permendagri No.41/2010 Pasal 

2 dan 3), yaitu sebagai berikut: 

Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan 

urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalatn 

menyelenggarakan pemerintahan Negara 

Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi: 

1. perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan dibidang 

pemerintahan dalam negeri; 

2. pengelolaan barang milik:/kekayaan r.egara; 

3. pengawasan atas pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan dalam 

negeri; dan 

4. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. 

Penyelenggara pembuatan E-KTP secara langsung dalam hal ini 

adalah Kecamatan dengan perlu didukung oleh Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah baik dari segi Anggaran maupun fasilitas-fasilitas 

pendukung dalam pelaksanaan Program e-KTP. 
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f. Somber daya yang dikerahkan dalam pelaksanaan program 

Salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut 

George C. Edwards III yaitu Sumber daya. Tidak menjadi masalah 

bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana 

akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab 

untuk melaksanakan program kekurangan sumber daya dalam melakukan 

tugasnya. Komponen sumber daya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari 

para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk 

mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait 

dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa 

program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta 

adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan 

kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. 

Sumber-sumber dalam sebuah kebijakan sangat penting karena 

tanpa adanya sumber-sumber, kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan 

di atas kertas hanya akan jadi rencanasaja dan tidak pemah ada 

realisasinya. Sumber-sumber yang penting dapat meliputi staf 

yangmemadai disertai dengan keahliannya, informasi, wewenang, dan 

fasilitas-fasilitas yangdiperlukan untuk melaksanakan pelayanan­

pelayanan publik.Adapaun tugas, tanggung jawab serta wewenang dalam 

memenuhi sumber-sumber kebijakan e-KTP di Indonesia. 

a. Pemerintah Pusat : 

1. Menyiapkan Pedoman dan Petunjuk Teknis. 
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2. Menyediakan anggaran utk Pemutakhiran Data Kependudukan 

secara massal pada tahun 2010, Penerbitan NIK tahun 2010 dan 

2011, Penerapan e-KTPtahun 2011 dan 2012. 

3. Menyiapkan Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Sistem, Sewa 

Jaringan,Blangko e-KTP untuk pertama kali. 

4. Melakukan Sosialisasi, Bintek, dan Damtek 

b. Pemerintah Provinsi : 

1. Melakukan Sosialisasi. 

2. Mengkoordinasikan, memberikan Birnbingan, Supervisi dan 

Konsultasikepada Kabupaten/Kota di Provinsi masing-masing. 

3. Monitoring dan Evaluasi, serta melaporkannya kepada Pemerintah 

Pusat. 

c. Pemerintah Kabupaten!Kota : 

1. Melakukan Sosialisasi kepada aparat dan masyarakat. 

2. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan semua kegiatan Administrasi 

Kependudukan di Kabupaten!Kota masing-masing. 

3. Menyelenggarakan/ Melaksanakan Pemutakhiran Data 

Kependudukan,Penerbitan NIK dan Penerapan e-KTP, dengan 

melibatkan Kecamatan, Desa!Kelurahan, RT/RW. 

4. Monitoring dan Evaluasi, serta melaporkannya kepada Pemerintah 

Provinsi dan Pusat. 

Dilihat dari sisi kewenangan, kebijakan e-KTP ini sudah diatur 

pembagian tugasnyasesuai dengan lingkupnya, perencanaan sudah 

ditetapkan dengan baik. Sedangkan jika dilihatdari fasilitas-fasilitas yang 
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diperlukan dalam kebijakan publik ini masih kurang, walaupunsebagian 

sudah telaksana dengan baik. Karena fasilitas yang diberikan oleh 

pemerintah punterbatas, sehingga masih banyak daerah yang belum dapat 

melaksanakan penerapankebijakan e-KTP ini 

Kedudukan SDM saat ini bukan hanya sebagai alat produksi tetapi 

juga sebagai penggerak dan penentu berlangsungnya proses produksi dan 

segala aktivitas di sebua Kantor. SDM memiliki andil besar dalam 

rnenentukan maju atau berkembangnya sutau organisasi. Oleh karena itu, 

kemajuan suatu kegiatan yang dilaksanakan ditentukan pula bagaimana 

kualitas dan kapabilitas SDM di dalamnya. 

Ketua: 

Sekretaris: 

Anggota: 

Tabel4.12 
Susunan Pokja Tingkat Kecamatan 

Cam at 

Kasi Tata Pemerintahan Tiap 

Kecamatan 

2 orang Pelaksana/supervisi teknis 
tiap Kecamatan 
2 orang Operator tiap Kecamatan 
1 orang tenaga pendukung 
pelayanan 
Seluruh Lurah dan Kepala Desa 
Tiap Kecamatan 
Sekretaris Lurah/Sekdes Tiap 
Kecamatan 
I oran~ an~ota Polsek Tiap 
Kecamatan 
1 orang anggota Puskesmas Tiap 
Kecamatan 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, 2012. 
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Sedangkan tugas kelompok kerja penerapan KTP Elektronik Tingkat Kecamatan 

yaitu: 

I. Melakukan sosialisasi kepala lingkunganlkepala Dusun, Ketua RT/RW, 

Tokoh masyarakat, tokoh agama, dan penduduk; 

2. Menyiapkan tempat pelayanan KTP Elektronik di Kecamatan; 

3. Membuat Jadwal mobilisasi penduduk dari lingkungan tempat tinggal 

penduduk ke tempat pelayanan KTP Elektronik; 

4. Menyampaikan surat panggilan kepada penduduk wajib KTP melalui 

perangkat Desa/Kelurahan; 

5. Membuat nomor antrian pelayanan KTP Elektronik di tempat-tempat 

pelayanan; 

6. Membantu pelaksanaan pelayanan KTP Eleketronik di tempat·tempat 

pelayanan; 

7. Melakukan mobilisasi penduduk dari lingkungan tern pat tinggal penduduk 

ke tempat pelayanan KTP Elektronik; 

8. Melakukan pemilahan KTP Elektronik per Desa!Kelurahan per 

lingkungan,dusun atau RT/RW; 

9. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan penerapan KTP 

Elektronik secara massal kepada Bupati melalui Camat. 

Tugas masing-masing pokja di atas dapat digambarkan keterkaitannya seperti 
terlihat pada gambar. 
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Bagan4.2 
Hubungan Kerja Pokja Kabupaten dan Pokja Kecamatan 

-, 
Mffl'li"::th prin' flllf m~t - Menyampailan ru.."""at 

Fanggilan dan mengirim pa."lggihn 
kc Kccamatan - Mobilisasi 

/ 
- ManuaJlluPdaylUlaL 

l 
Mt"mhn::~tnm Monbuatd= 

meny:nnpnik:m lapo= mer:yampaikan J.aporan 
pchksanaa."l r-KTP kc pelaksanaan e-KTP k( 

G:J.u::ww Bupati 

Dari a1ur tugas dan beban kerja yang tergambar diatas, dikaitkan 

dengan komposisi kelompok kerja terlihat bahwa sudah memenuhi dan 

telah terwaki1i. Walaupun kelompok kerja diatas secara kese1uruhan 

disusun tidak mengikuti petunjuk teknis dari kementerian dalam negeri, 

dimana ada beberapa jabatan dan instansi yang tidak diakomodir seperti 

sekretaris daerah, dinas perhubungan, Satpol PP dan unsur 1ainnya. 

Wa1aupun dalam petunjuk dari pusat susunan pokja terdiri dari banyak 

pihak terkait, termasuk sekda, tata pemerintahan setda Kabupaten, dinas 
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perhubungan, Satpol PP dan unsur lainnya, namun untuk efesiensi, DKPS 

Kabupaten Nunukan merampingkan tanpa mengurangi efektifitas yang 

dimungkinkan dapat menghambat pelaksanaan penerapan e-KTP ini, 

sehingga kelompok kerja tersebut dianggap mampu mengakomodir 

keadaan. 

Kelompok kerja berlaku sejak 09 September 2011, hal ini lambat 

dibuat karena keterlambatan pemerintah pusat mendistribusikan petunjuk 

teknisnya, yang mana semula dijadwalkan Agustus 2011 sehingga 

pelaksanaannya di bulan berikutnya. 

Hal tersebut sesuai dengan data yang penulis peroleh dilapangan 

yaitu penulis melakukan wawancara langsung Camat Nunukan Selatan, 

beliau mengatakan bahwa 

Sumber daya yang terlibat secara struktural di Kantor Kecamatan 
Nunukan Selatan yang bertanggung jawab adalah Camat dan 
dibantu Seketaris Camat. Secara fungsi Seksi Pemerintahan 
dibantu Operator yang membidangi langsung perekaman e-KTP 
yang merupakan stafKantor Kecamatan didampingi oleh fasilitator 
dari Lembaga Independen (Konsorsium) serta dibantu dari pihak 
Kelurahan dan pihak teknis lainnya yang terkait dengan 
pelaksanaan program e-KTP ini. 

Kemudian hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan Kecamatan 

Nunukan Selatan, bahwa Sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan 

program e-KTP adalah 

Secara Umum sumber daya yang terlibat langsung dalarn 
pelaksanaan program e-KTP adalah Pemohon itu sendiri, Ketua 
RT yang ada di masing-masing Kelurahan, Kantor Kelurahan, 
Kantor Kecamatan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Nunukan. Untuk di kantor ada beberapa staf yang 
diarahkan untuk menjadi Operator yang terampil dan tetap aktif 
untuk melayani masyarakat. Khusus untuk Operator dalam 
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pelaksanaan program e-KTP SDM yang digunakan berjumlah 
sekitar 5 orang. 

g. Dampak pada masyarakat, individu, dan kelompok 

Berdasarkan data yang penulis dapat dilapangan melalui 

wawancara yang dilakukan kepada Tokoh Masyarakat Kelurahan 

Nunukan Selatafi 

Sebagai masyarakat, saya mengharapkan pelaksanaan administrasi 
kependudukan sudah lebih baik dari yang kemarin dan menjadi 
lebih mutakhir, seluruh administrasi sudah ditampung dalam satu 
wadah karena lebih dapat mengefektifkan pelayanan publik dengan 
menggunakan card reader, tidak dimungkinkan lagi untuk 
memalsukan identitas sehingga dapat mencegah penyelewengan 
oknum-oknum terhadap unit kerja pelayanan publik. 

Kemudian hal yang sama disampaikan oleh Tokoh Masyarakat Kelurahan 

Mansapa melalui wawancara dengan penulis: 

Saya sangat mengharapkan agar dilain waktu dalarn kepengumsan 
segala sesuatu yang berhubungan dengan kependudukan tidak lagi 
perlu lagi melalui birokrasi yang panjang dan berbeli-belit. 
Pemerintah harus terus berupaya untuk menciptakan inovasi­
inovasi baru agar pelayanan selalu mengarah kepada perubahan 
yang lebih mudah untuk semua masyarakat. 

Dengan adanya dampak yang positif dari masyarakat, individu, dan 

kelompok dan apabila semua wajib KTP telah melakukan perekaman dan 

mendapatkan e-KTP, akan memberikan manfaat yang besar kepada 

masyarakat dan akan memberikan citra yang sangat positif terhadap 

Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan itu sendiri karena dari segi 

Database kependudukan sudah bias dipastikan sangat terjamin akurasinya. 
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Dan hal yang sangat dimungkinkan dalam pemilukada, e-KTP 

dapat dijadikan persyaratan untuk bisa menggunakan hak pilihnya (yang 

memiliki e-KTP dapat menggunakan hak pilihnya) tanpa memerlukan 

surat undangan, kartu pemilih, tinta, dll. Sehingga sangat efisien 

(menghemat biaya untuk surat undangan, kartu pemilih, tinta) dan sangat 

efektif (semua yang berhak memilih dapat menggunakan hak pilihnya). 

Serta dapat Mengefektifkan pelayanan publik dengan menggunak:an card 

reader yang ada pada e-KTP tersebut. 

b. Konteks Kebijakan 

lmplementasi kebijakan e-KTP yang diterapkan di Kabupaten Nunukan 

merupakan kebijakan yang telah di atur oleh pemerintah yang dimana 

dalam tahap pembuatan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi 

dipengaruhi dengan kepentingan serta kebutuhan masyarakat. Jika 

dikaitkan dengan implementasi kebijakan menurut Edwards 

mengenai prakondisi-prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu 

implementasi kebijakan berhasil dan hambatan apa yang mengakibatkan 

suatu implementasi gagal. 

1. Keknasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terUbat 

Strategi, sumber dan posisi kekuasaan dari implementor akan 

menentukan keberhasilan implementasi suatu program. Apabila 

kekuatan politik merasa berkepentingan terhadap suatu program, 

mereka akan menyusun strategi guna memenangkan persaingan yang 
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terjadi dalam implementasi, sehingga output suatu program akan 

dapat dinikmatinya. 

Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan kebijakan adalah 

melakukan intervensi, dan implementasi adalah tindakan intervensi 

itu sendiri. Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk 

mempengaruhi street level bureaucracy (Lipsky) untuk memberikan 

pelayanan atau mengatur perilaku target group. 

Dalam pelaksanaan program e-KTP di Kecamatan Nunukan 

Selatan, para actor yang terlibat seperti Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sama-sama mempunyai 

bagian yang sangat penting karena saling berhubungan dan 

mempunyai kaitan yang sangat erat. Khusunya di Kecamatan sebagai 

ujung tombak pelaksanaan program e-KTP harus selalu didukung 

dalam pelaksanaannya. 

Dari hasil wawancara dengan Camat Nunukan Selatan, beliau 

mengatakan: 

Tanpa implementasi, kebijakan tak akan bisa mewujudkan hasilnya. 
Implementasi bukanlah proses yang sederhana, tetapi sangat kompleks 
dan rumit. Tapi kita selalu menjalankan aturan dari atas dan selama 
pelaksanaan program e-KTP tidak mengalami kendala-kendala yang 
berarti selama ini semua bisa dilaksanakan dengan baik sehingga 
diharapkan targ~t yang harapkan untuk ~laksanaan p0Nkaman data e­
KTP dapat terus meningkat. Ini juga harus ditunjang dengan keaktifan dan 
kesadaran masyarakat itu sendiri. 
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2. Karakteristik Lembaga dan Penguasa 

lmplementasi suatu program tentu akan mendatangkan konflik 

pada kelompok-kelompok yang kepentingannya dipengaruhi. Bagi warga 

negara Indonesia sudah merupakan sebuah kewajiban untuk melaksanakan 

pendaftaran kependudukan kantor Kecamatan!Kelurahan di mana ia 

berada. Warga negara yang telah melaksanakan pendaftaran 

kependudukan dibuktikan dengan diberikannya Kartu Tanda Penduduk 

(KTP). Sebagaimana dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Yang menjadi warga negara 

ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang 

disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara." 

Namun, disadari tidak sedikit masyarakat yang enggan 

melaksanakan pendaftaran penduduk karena dirasa masyarakat proses 

pendaftarannya cukup berbelit-belit dan memakan waktu, biaya yang tidak 

sedikit untuk transportasi dan pelayanan yang sama sekali tidak 

menyenangkan. Padahal data kependudukan ini sangat dibutuhkan 

pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan warga negara itu sendiri. 

Penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah yang cenderung 

menganggap bahwa sebaik apapun dalam memberikan pelayanan pada 

masyarakat, tidak akan merubah gaji dan pendapatan mereka. 

Profesionalisme bukan menjadi tujuan utama mereka. Mereka mau 

melayani pembuatan dan perekaman data e-KTP hanya karena tugas dari 

Camat karena sebagai pegawai pemerintah, bukan karena tuntutan 

profesionalisme ketja. Ini yang membuat keberpihakannya kepada 
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masyarakat dalam pengurusan perekaman e-KTP di Kecamatan menjadi 

sangat rendah. Dalam situasi demikian. maka budaya antri menjadi hilang, 

sebaliknya budaya pelayanan "jalan tol" menjadi pilihan stategis dan 

menjadi hal yang biasa dilakukan. Ini hanya mungkin dilakukan oleh 

masyarakat yang memiliki kelebihan uang, status, dan sejenisnya yang 

tidak dimiliki oleh masyarakat biasa. 

Oleh karena itu, inisiatif pemerintah rnelaksanakan program 

pengadaan e-KTP (KTP elektronik). e-KTP pada hakikatnya adalah 

memperrnudah masyarakat dalam melakukan pendaftaran kependudukan. 

e-KTP juga merupakan bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah 

agar hak dan kewajiban warga negara terpenuhi secara utuh. 

Hal·hal yang terjadi pada kenyataannya haruslah sesuai dengan 

sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2006 pasal 

2e yang berbunyi, "Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh 

pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil." 

Kemudian sebagaimana yang tertera dalam pasal 8 ayat ( 1 b), yakni 

tentang Kewenangan lnstansi Pelaksana, "Memberikan pelayanan yang 

sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa 

kependudukan dan peristiwa penting." 

Kata profesional di atas mengisyaratkan akan pelayanan yang 

prima dan excellent yang harus diberikan. Dengan kata lain 

memperhatikan kenyamanan, kelayakan prosedural pelaksanaan dan 

kelancaran proses keberlangsungannya. Akan tetapi, malah terjadi yang 

sebaliknya. 
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Hal ini tentu tidak akan terjadi jika penyelenggara perekaman data 

kependudukan dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkafi. 

Akhimya masyarakat-lah yang menjadi korban dari semua ini. Legitimasi 

masyarakat terhadap pemerintah pun dipertaruhkan nantinya. 

3. Kepatuban dan Daya Tanggap 

Agar tujuan dari pelaksanaan program e-KTP khususnya di 

Kecamatan Nunukan Selatan dapat tercapai maka para Pembuat Kebijakan 

harus tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan dari factor pendukung 

pelaksanaan program tersebut. Tanpa daya tanggap yang cukup dalam 

implementasi program e-KTP, maka implementor pembuat kebijakan 

yaitu Pemerintah itu sendiri akan kehilangan informasi untuk 

mengevaluasi pencapaian program dan kehilangan dukungan yang penting 

bagi keberhasilan implementasi pelaksanaan program e-KTP. 

Kebijakan pelaksanaan program e-KTP merupakan kebijakan yang 

dibuat oleh pemerintah. Dalam hal ini sudah pasti informasi yang 

diberikan harus jelas, khusunya informasi yang diberikan Kecamatan 

Nunukan Selatan kepada masyarakat. 

Hal ini sesuai dengan Teori yang dikemukakan Grindle bahwa 

keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai tercapainya hasil 

tergantung kepada kegiatan program yang telah dirancang dan pembiayaan 

cukup. Sehingga variable dari cakupan lingkungan Implementasi yaitu 

tingkat kepatuhan dan responsivitas dari masyarakat dapat diketahui. Jadi 

pihak pemerintah dapat mengetahui bagaimana keaktifan masyarakat serta 
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kesadaran masyarakat akan pentingnya KTP yang merupakan Tanda 

Penggenal yang sah dan sangat penting dalam penggunaannya yang 

tentunya akan berimbas kepada partisipasi masyarakat dalam melakukan 

perekaman data e-KTP. 

2. Faktor pendukung dan faktor pengbambat Implementasi Program 

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-K'fP) di Kantor Kecamatan 

Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan. 

Pelaksanaan Program E-KTP di Kecamatan Nunuk.an Selatan 

Kabupaten Nunukan dalam pelaksanaan yang sudah berjalan tentunya juga 

terdapat beberapa faktor yang menduk.ung dan yang menghambat. 

Berdasarkan basil pengamatan yang dilakuk.an penulis terdapat beberapa 

faktor yang menduk.ung dan yang menghambat dalam pelaksanaan 

Program e-KTP 

a. Faktor Pendukung 

Terjadinya suatu proses perubahan pada masyarakat, diakibatkan 

adanya faktor yang mendorongnya, sehingga menyebabkan timbulnya 

perubahan. Faktor pendorong tersebut menurut Soerjono Soekanto 

dalam Prasetyo, Dian (2010:1) antara lain: 

1. Kontak dengan kebudayaan lain 
Salah satu proses yang menyangkut hal ini adalah diffusion 
( difusi). Difusi adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan 
dari individu kepada individu lain. 

2. Sistem pendidikan formal yang maju 
Pada dasarnya pendidikan memberikan nilai-nilai tertentu bagi 
individu, untuk memberikan wawasan serta menerima hal-hal 
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b~ juga memberikan bagaimana caranya dapat berftkir secara 
ilmiah. 

3. Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju 
4. Toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang 

(deviation) 
5. Sistem terbuka pada lapisan masyarakat 
6. Adanya penduduk yang heterogen 
7. Ketidakpuasan masyarakat terhadap b!dang-bidang kehidupan 

tertentu 
8. Adanya orientasi ke masa depan 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada Kasi 

Pemerintahan Kecamatan Nunukan Selatan mengenai faktor 

pendukung dalam proses pelaksanaan e-KTP di Kantor Kecamatan 

Nunukam Selatan, sebagai berikut: 

Perangkat e-KTP yang sudah lengkap, adanya SDM yang sudah 
terampil dibidanganya, karena ini merupakan sebuah Program 
yang baik maka baik dari segi Dana didukung oleh Pemerintah, 
dan Antusias masyarakat sendiri yang tinggi sehingga banyak 
masyarakat yang berpartisipasi dalam perekaman data melalui e­
KTP. 

Hal senada yang disampaikan Camat Nunukan Selatan, beliau 

mengatakan: 

Terdapatnya Sumber Daya Manusia untuk tenaga Operasioanal di 
Kecamatan yang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, 
Dukungan dari Dinas Capil Kabupaten Nunukan yang selalu 
mendampingi dalam setiap pelaksanaan Program e-KTP, serta 
dukungan dari seluruh perangkat Kelurahan .. Kelurahan yang selalu 
tiap saat mendukung kegiatan e-KTP baik dalam menyisir warga 
dan mengingatkan kepada warga di wilayah lingkungan 
Kelurahannya. 

Kemudian wawancara juga dilakukan salah satu kepada Tokoh 

Masyarakat Kelurahan Selisun, beliau menyatakan: 

Menurut saya sebagai masyarakat di Kelurahan Tanjung Harapan 
saya sangat berpartisipasi dengan adanya e-KTP ini karena selain 
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dari manfaat e-KTP yang sangat bagus tapi program ini juga gratis 
tanpa di pungut biaya sehingga masyarakat tidak terbebani dengan 
program kependudukan ini dan juga sangat menantikan KTP 
model terbaru yang didesain berisi chip. 

Pemyataan Faktor pendukung lainnya juga disampaikan Ketua RT 

Kelurahan Mansapa, yaitu 

Sarana dan Prasarana di Kantor Kecamatan Nunukan Selatan 
sudah lengkap sehingga memudahkan saya dan masyarakat lain 
untuk perekaman data serta Operator e-Ktp yang ramah dan selalu 
menuntun hingga perekaman data selesai. 

Berdasarkan basil wawancara yang dilakukan penulis mengenai 

faktor pendukung dalam pelaksanaan program e-KTP DI Kecamatan 

Nunukan Selatan. Maka penulis menyimpulkan yang menjadi faktor 

pendukung dalam proses pelaksanaan program e-KTP adalah: Perangkat 

Pendukung untuk perekaman e-KTP, SDM yang terampil dan mampu 

dibidangnya,serta antusias masyarakat yang begitu tinggi dengan adanya 

perekaman e-KTP. 

a. Faktor Penghambat 

Faktor-faktor yang menghalangi teljadinya proses perubahan secara 

umum memang akan merugikan masyarakat itu sendiri. Karena setiap 

anggota dari suatu masyarakat umumnya memiliki keinginan untuk 

mendapatkan sesuatu yang lebih daripada yang sudah didapatnya. Hal 

tersebut tidak akan diperolehnya jika masyarakat tersebut tidak 

mendapatkan adanya perubahan-perubahan dan hal-hal yang baru. 

Faktor penghambat dari proses perubahan social ini, oleh Margono Slamet 

dalam Prasetyo, Dian (2010:1) dikatakan sebagai kekuatan pengganggu 
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atau kekuatan bertahan yang ada di dalam masyarakat. kekuatan bertahan 

adalah kekuatan yang bersumber dari bagian-bagian masyarakat yang 

Menentang segala macam bentuk perubahan dan Menentang tipe 

perubaban tertentu saja. 

Dalam pelaksanaan proram e-KTP di Kecamatan Nunukan Selatan 

Kabupaten Nunukan, dalam pelaksanaan pelayanan yang sudab berjalafi 

tentunya juga terdapat beberapa faktor yang menghambat dalam 

menjalankan program tersebut, berikut adalab basil wawancara langsung 

dengan Camat Nunukan Selatan, menurut beliau bahwa : 

Faktor Penghambat bagi warga yaitu khusunya bagi warga yang 
berada di luar Nunukan yang masib dalam wilayah Kecamatan 
Nunukan Selatan adalah akses menuju Kantor Kecamatan itu 
sendiri karena akses yang dilalui banya melalui sungai dan 
pekerjaan warga yang rata-rata adalah perumput laut dan nelayan 
yang bekerja pagi bari dan tidak sempat untuk ke kantor untuk 
melakukan perekaman data e-KTP. Selain itu ada beberapa 
perangkat pendukung e-KTP yang sebagian terlambat datangnya. 
Dan e-KTP itu sendiri yang proses basil jadinya lambat datang 
serta e-KTP yang rusak dan datanya tidak terbaca. Serta 
pemadaman lampu yang biasa terjadi di Kabupaten Nunukan 
menjadi penghambat dalam pelaksanaan perekaman data e,KTP 
ini. 

Hal yang sama juga disampaikan oleb Kasi Pemerintahan mengenai factor 

pengbambat dalam pelaksanaan program e-KTP, beliau mengatakan 

babwa: 

Transportasi merupakan menjadi salah satu penghambat untuk 
masyarakat yang tinggal dilepas pantai karena banya dengan 
menggunakan speed boat atau perahu akibat jarak yang jaub 
tersebut. Banyaknya warga Kecamatan Nunukan Selatan yang 
tinggal diluar Nunukan baik sebagai TKI dan ada masyarakat yang 
pindah baik pindah antar Kecamatan, maupun pindah antar 
propinsi tanpa melaporkan kepindahannya. Masih adanya 
pemikiran masyarakat babwa KTP Nasional yang dimiliki masa 
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waktunya belum habis jadi mereka enggan untuk melakukan 
perekaman data e-KTP . Selain itu, insentif atau reward untuk 
operator dan pelak.sana kegiatan e-KTP masih kurang karena 
anggaran yang terbatas. 

Berdasarkan dari basil penelitian diatas maka dapat diketahui bahwa 

faktor yang menghambat dalam pelaksanaan program e-KTP di Kantor 

Kecamatan Nunukan Selatan adalah : Akses masyarakat diluar Nunukan 

untuk tiba di Kantor Kecamatan Nunukan Selatan yang sangat sulit, 

masih banyak masyarakat Nunukan yang tinggal diluar dan pindah tanpa 

melaporkan kepindahannya serta reward yang harus diberikan kepada 

operator yang disiplin. Ada juga beberapa hal lain yang menjadi factor 

penghambat berdasarkan observasi dilapangan dan dengan hasil 

wawancara yaitu ketika kebijakan program e-KTP ini dibuat maka aka 

nada sosialisasi dari pemerintah, bentuk dari sosialisasi ini berupa 

informasi yang diberikan dari pemerintah pusat ke daerah untuk 

menjeiaskan tentang e-KTP dan bagaimana prosedur tatacara 

pelaksanaannya, sehingga dalam pelaksanaannya stakeholder yang terlibat 

memahami apa yang akan dilakukan dalam kebijakan tersebut. 
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Berdasarkan pembahasan basil penelitian di lapangan baik melalui 

observasi maupun wawancara pelaksanan Program e-KTP di Kantor 

Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Pada dasarnya pelaksanaan Program e-KTP di Kecamatan Nunukan 

Selatan sudah berjalan dengan baik dan memenuhi target perekaman 

data bagi masyarakat di Kecamatan Nunukan Selatan khusunya. Para 

Pelaksana Program e-KTP telah menjalankan tugas demi tercapainya 

tujuan dari Program e-KTP tersebut yaitu semua masyarakat dapat 

merekam data kependudukan sesuai dengan wilayah tempat tinggalnya. 

Ada beberapa manfaat dari e-KTP tersebut yang belum sepenuhnya 

dapat dirasakan, kerana menyangkut Akses pelayanan Publik diluar 

pelayanan kependudukan. Namun, Pemerintah sudah dengan bijak 

mengeluarkan peraturan untuk merealisasikan manfaat dari e-KTP 

dengan sepenuhnya dpaat dirasakan oleh masyarakat. 

2. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa Faktor Penghambat yaitu 

belum ada dokumen prosedur penyelesaian permasalahan e-KTP di 

Kecamatan setempat, Pemadaman lampu yang terjadi di Kabupaten 

Nunukan menjadi salah satu penghambat karena Alat-alat perekaman e-
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KTP yang sangat bergantung pada listrik agar dapat digunakan. Masih 

terdapat warga yang tidak dapat hadir untuk melakukan perekaman data 

e-KTP di Kecamatan Nunukan Selatan. Alat-Alat perekaman e-KTP 

yang rusak dan belum ada penggantinya. Beberapa hal yang menjadi 

faktor Pendukung yaitu Adanya komitmen yang tinggi dari Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipi~ Camat, Lurah, RT, Operator e­

Kl'P, Masyarakat dan instansi teknis yang terkait untuk mewujudkan 

pelaksanaan perekaman data e-KTP dengan baik dan lancer serta 

Penambahan waktu untuk perekaman data sampai malam hari dan pada 

hari kerja, sehingga perekaman data dapat selesai sesuai dengan waktu 

yang diberikan. 

B. Saran 

Sesuai dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis 

kemukakan, maka penulis mencoba rnemberikan beberapa rekomendasi 

sebagai berikut: 

a. Untuk rnemenuhi standard pelayanan yang terbaik, maka harus 

didukung dengan kelengkapan sarana dan prasarana. Oleh karena 

itu, Pernerintah pusat dan daerah harus rnenganggarkan dana 

khusus untuk meningkatan pelayanan dalam hal kependudukan 

khususnya. 

b. Manfaat secara umum dengan adanya e-KTP harus benar-benar 

dilakukan dengan harapan e-KTP yang dilengkapi dengan chip 

rnaka para pemberi pelayanan lainnya harus rnemiliki alat pembaca 
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chip sehingga penggunaan fotokopi e-KTP dapat dikurangi dan 

akan berdampak pula pada Akses Pelayanan Publik yang diberikan 

akan menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien. 

c. Kecamatan dan Kelurahan sebagai ujung tombak masyarakat harus 

lebih giat memberikan pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat, serta mempersiapkan SDM yang berkualitas untuk itu 

semua Pemerintah Daerah harus mendukung segala kegiatan yang 

dilaksanakan di Kantor Kecamatan dan Kelurahan. 
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Lampiran 1. Pedoman Wawancara 

Nama Responden 

Jenis Pekerjaanljabatan 

A lam at 

Agama 

Pendidikan terakhir 

I. Implementasi Program e-KTP di Kecamatan Nunukan Selatan 

141 

1. Bagaimana proses kegiatan e-KTP di Kantor Kecamatan Nunukan Selatan ? 

2. Apa saja kegiatan yang dilaksanakan dalam Program e-Ktp? 

3. Mengapa Program e-Ktp tersebut di laksanakan? 

4. Kapan pelaksanaan Program e-Ktp dilaksanakan? 

5. Dimana pelaksanaan Program e-Ktp dilaksanakan? 

6. Siapa saja yang terlibat dalam proses pelaksanaan Program e-Ktp? 

7. Bagaimana Proses Pelaksanaan Program e-Ktp? 

8. Dengan adanya e-KTP kepentingan-kepentingan apa saja yg berpengaruh? 

9. Manfaat apa saja yang dirasakan dengan adanya e-KTP 

10. Perubahan apa yang diharapkan dengan adanya Program e-Ktp? 

11. Siapakah yang mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan 

program e-KTP? 

12. Siapa saja yang merasakan manfaat dari pelaksanaan program Program e-Ktp? 

13. Siapa saja yang dilibatkan dalam pelaksanaan Program e-Ktp? 

14. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program e-Ktp? 

15. Apakah pelaksanaan Program e-Ktp sudah sesuai dengan yang diharapkan? 

16. Bagaimana Partisipasi masyarakat dalam perekaman data e-KTP? 
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17. Apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan Program e-Ktp? 

18. Jelaskan faktor pendukung dalam pelaksanaan Program e-Ktp? 

19. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan Program e-Ktp? 

20. Jelaskan faktor penghambat dalam pelaksanaan Program e-Ktp? 
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Lampiran 2. Matrik Hasil Wawancara Mendalam dari Informan 

No lndikator/Dimensi 

1 

lsi Kebijakan 

Kepentingan yang 
dipengaruhi 

Manfaat yang 
dihasilkan 

Basil Wawancara 

~· Camat 
Tuntutan pengadministrasian 
secara tertib, teratur, tera:mh 
dan berkesinambungan sangat 
diperlukan karena nantinya 
ilirt semakili menifigka:tkan 
efektivitas pelayanan publik 
dengan ditunjang data 
kependudukan yang akurat, 
baik mengenai jumlah, 
kepemilikan dokumen, 
persebaran dan komposisi 
penduduk mengingat daerah 
kita yang berbatasan langsung 
dengan Malaysia dan banyak 
hal-hal rawan yang akan 
teijadi.maka melalui proses 
administrasi kependudukan 
yang benar, akan diperoleh data 
yang valid dan terkini dengan 
dlperoiehnya tujuan 
penyelenggaraan yang 
meliputi: Tertib database, 
Tertib NIK, Tertib Dokumen 
Kependudukan 

Ft· Tokoh Masyarakat 

Manfaat yang saya rasakan 
dengan adanya Program e-KTP 
adalah segala bentuk urusan 
dapat lancar dan memudahkan 
saya. Serta Mempermudah 
dalam kepengurusan 
administrasi lainnya karena e­
KTP dapat dipergunakan 
dimana saja. 

!b· Kasi Pemerintahan 

Manfaat langsung yang 
dirasakan oleh Masyarakat 
yaitu Penduduk punya satu 
NIK (Nomor Induk 
Kependudukan) atau tidak 
double. Sehingga dapat 
meminimalisir warga Asing 

Ringkasan 

a.Camat 
Melalui proses 
admmistrasi 
kependudukan 
yang benar, akan 
diperoleh data 
yang valid dan 
terkini agar 
diperoleh tujuan 
penyelenggaraan 
yang meliputi: 
Tl.!rtib database, 
Tertib NIK, Tertib 
Dokumen 
Kependudukan 

a. Tokoh 
Masyarakat 

Remudahan 
dalam 
kepengurusan 
administrasi 
lainnya 

b. Kasi 
Pemerintahan 

Masyarakat yaitu 
Penduduk punya 
satuNIK 
(Nomor Induk 
Kependudukan) 
atau tidak double 
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3 Derajat 
perubahan 

Indonesia, karena mengingat 
wilayah Indonesia yang sangat 
mudah dimasuki oleh warga 
Asing dari Luar Negeri. Serta 
dapat memudahkan dalam 
Administrasi Kependudukan. 

L". Camat 

Untuk manfaat dari e-KTP itu 
sendiri bias dilihat dari sisi 
Pemerintahannya yaitu 
Terciptanya Database 
Kependudukan yang valid dan 
memperkecil identltas ganda. 
Dan manfaat lainnya dilihat 
dari sisi Umum Pelayanan 
lebih mudah karena 
dipennudah system yang 
digunakan adalah Teknologi 
dan bukan Manual yang dapat 
memperlambat pelayanan 

~. Kasi Pemerintahan 

Banyak hal yang bisa 
dilakukan untuk mencapai 
target yaitu dilakukannya .. 
penyisiran warga yang 
dilakukan untuk warga yang 
belum melakukan perekaman 
data e-KTP, hal selanjutnya 
yang dilakukan adalah 
pelayanan secara mobile 
kepada warga untuk melakukan 
perekaman data e-KTP di tiap­
tiap Kelurahan, selain itu 
dilakukan juga sosialisasi 
melalui pengumuman maupun 
sosialisasi langsung, di lokasi 
strategis dan langsung melalui 
kelurahan. Hal ini dilakukan 
agar masyarakat yang belum 
melakukan perekaman data 
dapat berpartisipasi langsung 
sehingga perubahan dan target 
dapat terGapai melalui 
kegiatan-kegiatan yang 
dilakukan. 
Perubahan vanQ: diharaokan 

c. Camat 

Terciptanya 
Database 
Kependudukan 
yang valid dan 
memperkecil 
identitas ganda 
dan dipermudah 
system yang 
digunakan adalah 
Teknologi dan 
bukan Manual 
yang dapat 
memperlambat 
pelayanan 

a. Kasi 
Pemerintahan 

Dari hasil 
perekaman e-KTP 
di daerah 
Kecamatan 
Nunukan Selatan 
sudah mencapai 
Target. Hal ini 
akan terns 
meningkat dengan 
adanya partisipasi 
masyarakat itu 
sendiri yang 
menginginkan 
perubahan baik 
dalam pelayanan 
kependudukan 
maupun pelayanan 
publik 
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4 Letak 
peugambilan 
keputusao 

dengan adanya Program e-KTP 
yaitu agar Administrasi 
Kependudukan dan 
pelaksanaan Mobilisasi 
menjadi lebih teratur. Dan 
perubahan utama yang 
diharapkan yaitu target yang 
ingm dicapai Kecamatan 
Nunukan Selatan, dari hasH 
perekaman e-KTP di daerah 
Kecamatan Nunukan Selatan 
sudah mencapai Target. Hal ini 
akan terus meningkat dengan 
adanya partisipasi masyarakat 
itu sendm yang menginginkan 
perubahan baik dalam 
pelayanan kependudukan 
maupun pelayanan publik 

b. Camat 

Dari segi administrasi 
kependudukan, dengan adanya 
e-KTP diharapkan perubahan 
dalam hal pembuatan Paspor, 
Bank dalam data-data Nasabah 
menjadi lebih mudah, serta 
Kepo lis ian dalam mencari data 
warga yang bermasalah dan 
sebagainya maka seluruh 
proses Akses pelayanan public 
khususnya akan semakin 
mudah. Walaupun perekaman 
~-KTP sudah mencapai target 
namun saya terus 
mengharapkan agar dapat lebih 
meningkat lagi partisipasi 
masyarakat dalam perekaman 
datae-KTP 

a. Camat 

Beberapa alasan warga di 
daerah wilayah kami yang 
menjadi pertimbangan kami 
untuk mengambil keputusan 
demi memperlancar 
pelaksanaan program e-KTP; 
yaitu: 
Ada Warga yang dapat 
.Panggilan perekaman e-KTP, 
tapi tidak bisa hadir karena 
berada di luar kota. Ada juga 
Waron rlnnat Pamn.,ihm. tnni 

b.Camat 

Walaupun 
perekaman e­
KTP sudah 
mencapai target 
namun saya terus 
mengharapkan 
agar dapat lebih 
meningkat lagi 
partisipasi 
masyarakat dalam 
perekaman data 
e-KTP 

a. Camat 

Beberapa 
alasan warga di 
daerah wilayah 
kami yang 
menjadi 
pertimbangan 
kami untuk 
mengambil 
keputusan demi 
memperlancar 
pelaksanaan 
nmPTnm e-.KTP 
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tidak bisa hadir pada hari H. 
Apabila tidak bisa hadir karena 
pekerjaan yang tidak bisa 
ditinggalkan, bisa hadir pada 
hari sabtu dan minggu. Karena 
ada beberapa operator kami 
yang ditugaskan pada hari libur 
tersebut. Hal tersebut saya 
lakukan, agar menghindar1 
antri yang panjang dan 
masyarakat yang sibuk pada 
jam kerja. 
Tidak dapat Panggilan, tapi 
sudah berdomisili dan ber-KTP 
Nunukan, untuk hai tersebut 
Bagi yang belum mendapat 
panggilan, silakan mendaftar di 
kelurahan, untuk diusulkan ke 
Kecamatan. 
Begitu juga bagi yang sudah 
mendaJ}at Panggilan, tapi 
waktu dilaksanakan perekaman 
data, tidak bisa karena data 
basenya belum ada, nanti akan 
kami konfirmasi data ke 
Disduk Capil Kabupaten 
Nunukan. Ada Warga tidak 
punya informasi jadwal 
panggilan. Masing-masing 
Kelurahan sudah kami beri 
estimasi jadwal panggilan E-
KTP, agar menghadirkan 
warganya ke kantor kecamatan 
sesuai jadwal untuk jadwa~ 
~apat ~~k pada k~lurahan 
masing-masing wilayah tempat 
tinggalnya karena dari Kantor 
Kecamatan sudah mengirimkan 
jadwal sesuai dengan 
Kelurahan dan RT tempat 
tinggal. 

5 Pelaksana ~· Camat a. Camat 
Program \ 

Penyelenggara pembuatan E- Penyelenggara 
KTP secara langsung dalam hal pembuatan E-
ini adalah Kecamatan dengan KTP secara 
perlu didukung oleh langsung dalam 
Pemerintah Pusat dan hal ini adalah 
Pemerintah Daerah baik dari Kecamatan 
segi Anggaran maupun 
fasilitas-fasilitas pendukung 
dalam pelaksanaan Program e-
KTP 
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6. Somber daya yang a. Camat 
dikerahkan dalam 
pelaksanaan 
program 

Sumber daya yang terlibat 
secara struktural yang 
bertanggung jawab adalah 
Camat dan dibantu Seketaris 
Camat Secara fungsi Seksi 
Pemerintahan dibantu Operator 
yang membidangi langsung 
perekaman e-KTP yang 
merupakan staf Kantor 
Kecamatan didampingi oleh 
fasilitator dari Lembaga 
lndependen (Konsorsium). 

~. Kasi Pemerintahan 

Secara Umum sumber daya 
yang terlibat langsung dalam 
pelaksanaan program- e-KTP 
adalah Pemohon itu sendiri, 
Ketua RT yang ada di masing­
masing Kelurahan, Kantor 
Kelurahan, Kantor Kecamatan, 
dan Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten 
Nunukan. Untuk di kantor ada 
beberapa staf yang diarahk:an 
untuk menjadi Operator yang 
terampil dan tetap aktif untuk 
melayani masyarakat. Khusus 
untuk Operator dalam 
pelaksanaan program e-KTP 
SDM yang digunakan 
berjumlah sekitar 5 orang. 

a. Camat 

Sumber daya 
yang terlibat 
yaitu pihak-pihak 
yang terkait 

p. Kasi 
Pemerintahan 

Secara Umum 
sumber daya yang 
terlibat langsung -
dalam 
pelaksanaan 
program e-KTP 
adalah seluruh 
pihak -pihak yang 
terkait mulai dari 
pemohon hingga 
operator di Kantor 
Kecamatan 
Nunukan Selatan 
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